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PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia

(Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

B. Konsonan

J = tidak dilambangkan ol =dl
< =b b =th
& =t b} =dh
& =tsa ' = ‘ (Koma menghadap ke atas)
e =] & =g
€ =h « =
¢ =kh d T
3 = 4 =k
3 =dz J =
J =r ¢ =m
J =z o =n
o =S 3 =W
o =sy 2 =h
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Hamzah (#) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal
kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun
apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di

atas (*), berbalik dengan koma (*) untuk pengganti lambang ““ g «.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis
dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang

masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =a misalnya JB  menjadi gala
Vokal (i) panjang =1 misalnya J&  menjadi gila
Vokal (u) panjang =10 misalnya 0% menjadi dina

I72et)
1

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “1”,
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya.

Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan

“ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =s— misalnya J$8  menjadi gawlun
Ditong (ay) === misalnya > menjadi khayrun
D. Ta’marbiithah (3)

“t”

Ta’marbiithah (3) ditranliterasikan dengan jika berada di tengah kalimat, tapi

apabila Ta 'marbuthahtersebut berada di akhir kalimat, maka di akhir kalimat maka



ditransliterasikan dengan menggunakan “h”, misalnya 4w 3l Y menjadi al-risalat
li al mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan
mudhaf dan mudhaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang

disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya 4 4es, #menjadi fi rahmatillah.
E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalélah

Kata sandang berupa “al” (JV) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal
kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat

yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh sebagai berikut:

1. Al-Imam al-Bukhériy mengatakan. ...
2. Al-Bukhariy dalam mugaddimah kitabnya menjelaskan. ...
3. Masya’ Allah Kana wa md lam yasya’ lam yakun.

4. Billah ‘azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan
menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari
orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis
dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut :

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan
Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan
nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya

melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”



Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata
“salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang
disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari
bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk
itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmAn Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis

dengan ““shalat”.
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ABSTRAK

Al Busthomi, Abu Yazid. NIM 10210086, 2015. Analisis Hukum Islam Terhadap
Tradisi Lakon Dhinah Sebagai Syarat Pernikahan (Studi di Desa
Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabuaten Probolinggo). Skripsi. Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri,
Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.

Kata Kunci: Tradisi Lakon Dhinah, Hukum Islam, Syarat Pernikahan

Tradisi Lakon Dhinah adalah kebiasaan turun temurun yang dilakukan oleh
masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo sebagai
syarat pernikahan. Lakon dhinah merupakan sebuah istilah yang dipakai oleh
masyarakat untuk sebuah rumusan yang berkaitan dengan hari lahir dan pasaran jawa.
Dalam penghitungan lakon dhinah, hari lahir dan pasaran jawa calon pengantin laki-
laki dan calon pengantin perempuan yang diperhitungkan. Apakah hari lahir dan
pasaran jawa calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan cocok atau
tidak. Apabila cocok, maka pernikahan dapat dilangsungkan. Sebaliknya, bila tidak,
maka pernikahan tidak dapat dilangsungkan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hukum islam tentang
tradisi lakon dhinah sebagai syarat pernikahan dan untuk mendeskripsikan tradisi lakon
dhinah sebagai syarat pernikahan di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten
Probolinggo.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dan pendekatan deskriptif-
kualitatif. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder
yang dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian data
tersebut diedit, diperiksa dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang
kemudian dianalisis.

Dalam penelitian ini diperoleh dua kesimpulan. Pertama, tradisi lakon dhinah
sebagai syarat pernikahan tidak diatur dalam hukum Islam. Hukum Islam hanya
mengatur tentang syarat yang disyaratkan dalam pernikahan dan salah satu calon
pengantin boleh mengajukan syarat kepada pasangannya dan calon pengantin wanita
atau walinya menuntut calon pengantin pria agar sekufi’ dengan dirinya. Jika dilihat
dari perspektif syarat yang disyaratkan dalam pernikahan, terlihat bahwa unsur-unsur
yang terdapat dalam tradisi tersebut tidak sesuai dengan unsur-unsur syarat yang
disyaratkan dalam pernikahan. Jika dilihat dari perspektif kafa 'ah, ada sebagian unsur-
unsur dalam tradisi tersebut yang memiliki kesamaan dengan kafa’ah, akan tetapi
dalam bagian yang lain tidak. Kedua, Tradisi lakon dhinah sebagai syarat pernikahan
merupakan sebuah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin pria ketika
ingin menikahi calon pengantin wanita.



ABSTRACT

Al Busthomi, Abu Yazid. 10210086. 2015. Analysis of Islamic Law Against
Tradition Lakon Dhinah As a requirement Marriage (Studies in the
Sukorejo of Kotaanyar of Probolinggo district). Thesis. Al-Ahwal Al-
Syakhshiyyah Department, Sharia Faculty, State Islamic University of
Maulana Malik Ibrahim Malang,

Supervisor: Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.

Keywords: The Lakon Dhinah tradition, Islamic law, Requirement of Marriage

The Lakon Dhinah tradition is hereditary habits conducted by the District
community Sukorejo Kotaanyar Probolinggo as a requirement of marriage. Lakon
Dhinah is a requirement used by the local community for a formula related to the birth
and the Java market. In calculating the lakon dhinah, the day of birth and java market
prospective bridegroom and women are taken into account. Is the day of birth and Java
market prospective groom with the bride is suitable or not. If suitable, the marriage can
be held. Conversely, if the count of lakon dhinah not match, so the marriage can not be
held.

The purpose of this study was to analyze the Islamic law on the lakon dhinah
tradition as a requirement of marriage and to describe the Lakon dhinah tradition as a
requirement of marriage in the Sukorejo Kotaanyar Probolinggo District.

This research uses empirical research and descriptive-qualitative approach.
While the data collected in the form of primary data and secondary data conducted by
interview and documentation then the data is edited, checked and carefully arranged
and organized in such a way that later analyzed.

In this research, there are two conclusions. First, tradition lakon dhinah as a
requirement of marriage is governed by Islamic law. Islamic law only regulates the
requirement specified in marriages where one of the candidates may submit a
precondition to the partner or prospective female or male guardian in order sekufu
demanding candidates’ with him. If viewed from the perspective of the requirement
specified in the marriage, it seems that the elements contained in that tradition does not
correspond to the elements contained in the requirement required in marriage. If viewed
from the perspective of kafa'ah, there are some elements in the tradition that has
similarities with kafa'ah, but the other part is not. Second, the lakon dhinah tradition as
a requirement of marriage is a requirement that must be met by the prospective groom
when he want to merry a bride
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A.

BAB |

PENDAHULUAN

Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan salah satu ketentuan Allah yang berlaku pada
semua makhluk baik pada manusia, hewan atau pun tumbuhan. Akan tetapi
Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas
mengikuti nalurinya dan berhubungan antara laki-laki dan perempuan secara
tidak benar dan tidak ada satu aturan. Dengan pernikahan manusia bisa
memperbanyak dan melestarikan keturunan. Karena hanya dengan
pernikahanlah yang dibenarkan oleh Islam dalam rangka pemenuhan
kebutuhan biologisnya.?

Selain untuk memenuhi kebutuhan biologis, Kamal Mukhtar menulis
tujuan pernikahan adalah sebagai berikut.®> Pertama, melanjutkan keturunan
yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita, membentuk
keluarga dan dari keluarga dibentuk umat, ialah umat Nabi Muhammad
SAW. Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah dalam surat an- Nahl

ayat 72:
28555 54005 s 2K e 2K fasg Bl 1K 20 2K las 2

(VYY) 0SS 1h dl aidns SLp UL ik o

M. Thalib, Perkawinan Menurut Islam , (Surabaya: Al Ikhlas, 1993), h. 1.
2Sayyid Sabiq, Figh As-Sunnah, Juz 11, (Kairo: Dar Al-Fath Lil I’lam Al-‘Arabiy, 1999), h. 108.
Kkamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan,(Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h.

14.



Artinya: “ Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari
jenis kamu sendiri dan menjadikan kamu anak dan cucu bagimu dari
pasanganmu, serta memberi rezeki dari apa yang baik. Mengapa mereka
beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?* ( Q. S. an-
Nahl:72).
Kedua, Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah
mengerjakannya. Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri
manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Pemenuhan naluri manusiawi
yang antara lain adalah keperluan biologisnya. Oleh karena itu dalam Islam
diatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan
pernikahan. Islam bertujuan mengajari umatnya supaya tidak jangan
menindas dorongan seks namun memenuhinya dengan cara yang bertanggung
jawab. Islam mengakui kebutuhan seks manusia dan percaya bahwa naluri-
naluri alami harus dipelihara, bukan ditindas. Islam mengatakan bahwa
bagian-bagian biologis dari tubuh kita mempunyai tujuan, dan tidak
diciptakan dengan sia-sia. Ketiga, untuk menimbulkan rasa cinta antara suami
istri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-anaknya
dan adanya rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga. Rasa cinta dan
kasih sayang dalam keluarga ini akan dirasakan pula dalam masyarakat atau

umat, sehingga terbentuklah umat yang diliputi cinta dan kasih sayang.

Firman Allah SWT surat ar-Rum ayat 21.
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*QS. Al-Nahl (16): 72.



Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia
ciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu
cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di
antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum vang berfikir”.>
(Q.S. ar-Rum ayat 21)

Keempat, untuk mengikuti sunah Rasulullah S.A.W, beliau mencela orang-
orang yang berjanji akan puasa setiap hari, akan bangun dan beribadah setiap
malam dan tidak kawin-kawin. Mencegah kehidupan tidak kawin tidak hanya
terbatas pada laki-laki, wanita juga dicegah dari kehidupan menyendiri.
Kelima, untuk menjaga keturunan. Keturunan yang bersih, jelas ayah, kakek
dan sebagainya hanya diperoleh dengan pernikahan. Dengan demikian akan
jelas pula orang-orang yang bertanggung jawab terhadap anak-anak, yang
akan memelihara dan mendidiknya.

Mengingat pernikahan merupakan ikatan dua orang antara laki-laki dan
perempuan, dimana keduanya lebih mengerti terhadap apa yang terbaik bagi
masa depan pernikahan dan bagi masing-masing calon. Maka selain adanya
rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh para Imam Mazhab, salah satu
calon diperbolehkan mengajukan syarat kepada pasangannya.® Dalam mazhab
Hanafiah sendiri rukun nikah hanya ijab dan gabul. Sedangkan syarat nikah
meliputi syurut al-in igad, syurut al-shihah, syurut al-nufudz, dan syurut al-
luzum.” Semisal calon pengantin wanita mengajukan syarat kepada calon

pengantin pria bahwa ia mau menikah bila setelah menikah nanti ia

ditempatkan di rumah yang bagus. Semua pihak, baik pihak calon mempelai

%QS. Al-Rum (30): 21.

®Wahbah al-Zuhaily, al-Figh al-Islam wa ‘Adilatuhu Juz |X, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004) h.
6540.

"Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 60.



pria maupun calon mempelai wanita memiliki komitmen untuk mentaati
syarat yang diajukan calonnya kepada dirinya.?

Apabila pada masa berlangsungnya pernikahan calon vang
menyanggupi syarat yang diajukan oleh pasangannya tidak memenuh isi
perjanjian tersebut, maka pihak yang dirugikan boleh menjadikannya sebagai
alasan untuk fasakhnya nikah jika ia menginginkannya. Hal ini dikarenakan
pada saat terjadinya pelanggaran, perceraian tidak langsung jatuh dengan
sendirinya, melainkan hanya dijadikan alasan untuk fasakhnya nikah.’

Semua pihak, baik pihak calon pengantin pria maupun calon pengantin
wanita berhak mengajukan syarat apa saja kepada calonnya. Namun ada
beberapa hal yang perlu dicatat terkait dengan syarat yang diajukan oleh salah
satu pasangan kepada pasangan yang lain. Para ulama’, seperti ulama’
Mazhab Hanafiyah telah menetapkan beberapa batasan terkait hal ini, mana
syarat yang diperbolehkan dan harus ditepati dan mana yang tidak.

Syarat yang diperbolehkan dan wajib dipenuhi merupakan syarat yang
tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hakikat pernikahan, yaitu
bersetubuh. Maka menjadi rusak sebuah syarat yang diajukan bila
bertentangan dengan hukum Islam dan hakikat pernikahan, seperti tidak ada
pemberian mahar, tidak memberikan nafkah dan sebagainya. dengan
demikian tidak ada kewajiban untuk memenuhi syarat tersebut.*

Selain dari pada itu, demi tercapainya tujuan-tujuan pernikahan yang

amat mulia tersebut dimana tujuan-tujuan itu bisa tercapai mana kala ada

8Abdul Rahman Ghazaly, Figh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 119.
SAl-Zuhaily, al-Figh al-Islam, h. 6549.
OA|-Zuhaily, al-Figh al-Islam, h. 6545.



keseimbangan, keserasian dan kesepadanan antara calon-calon pengantin,
baik dalam bentuk fisik, kedudukan, keilmuan dan lainnya. Oleh karena itu
adanya pernikahan vyang tidak kufii” memungkinkan terjadinya ketidak
harmonisan dalam rumah tangga sehingga tujuan dari pernikahan itu sendiri
tidak tercapai.

Kafa’ah merupakan kesesuaian antara calon pengantin pria dengan
calon pengantin wanita dalam hal-hal tertentu. Menurut ulama’ Hanafiyah,
kafa’ah di sini diajukan oleh pihak calon pengantin wanita kepada pihak
calon pengantin pria."*Kafa’ah memang bukan merupakan syarat mutlak
sebuah pernikahan. Namun kafa’ah akan menjadi syarat sahnya pernikahan
bila pihak-pihak yang berhak, seperti wali ‘ashib'®calon pengantin wanita
menginginkan pertimbangan kafa 'ah. Dengan demikian bila Kafa ah itu tidak
terpenuhi, sedangkan akad tetap dilaksanakan, maka akad menjadi tidak sah.
Sebaliknya, bila wali misalnya tidak menginginkan dan rela dengan keadaan
calon pengantin pria, maka pernikahan itu bisa dilaksanakan.*® Hal serupa
juga diungkap oleh Amir Syarifudin, bahwa seorang perempuan bisa menolak
untuk dinikahkan oleh walinya dengan laki-laki yang tidak sekufi’.
Sebaliknya, si wali juga bisa melakukan pencegahan terhadap berlangsungnya
pernikahan bila ternyata si perempuan akan menikah dengan laki-laki yang

tidak sekufi:’ dengannya.**

" Abdu al-Rahman al-Jaziri, al-Figh ‘ala al-Mazahib al-Arbaah juz V, (Kairo:dar al-hadits, 1994
), h. 47.

2Wali yang termasuk golongan ashabah bi nafsihi dalam pembahasan waris

¥Muhammad Abu Zahra, al-ahwal al-syakhsiyah ,(Damaskus: Dar Al-Fikr,1957), h. 156.
¥Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 140-141.



Maka kemudian para imam mujtahid menetapkan beberapa hal yang
dipertimbangkan sebagai kafa’ah. Seperti yang ditetapkan oleh ulama’
Hanafiyah, bahwa kafa’ah meliputi nasab, Islam, kemerdekaan, harta, agama
dan pekerjaan.”® Untuk nasab, kekufii’an di dalam hal ini dilihat dari
keturuan, apakah keturunan orang Arab atau Non Arab (‘ajami). Apakah
keturuan Arab suku Quraisy atau bukan. Maka orang Arab Quraisy hanya
sekufu’ dengan orang Arab Quraisy lainnya. Begitu juga dengan Non Arab
(‘ajami) sekufu’ dengan sesamanya.16

Selanjutnya, kekufi’an dalam hal Islam, maka orang Islam sekufu’
dengan sesama Islamnya. Laki-laki Islam namun bapaknya tidak memeluk
Islam tidak sekufu’ dengan perempuan yang Islam dan bapaknya juga Islam.
Dalam hal kemerdekaan, laki-laki merdeka sekufu’ dengan perempuan
merdeka dan laki-laki budak tidak sekufu’ dengan perempuan merdeka.
Untuk masalah harta, laki-laki dianggap sekufu’ dengan pihak perempuan
apabila ia mampu membayar mahar dan nafkah bagi si istrinya. Untuk hal
agama, bahwa laki-laki yang fasik tidak sekufu’ dengan perempuan yang
shalihah. Dalam hal pekerjaan, laki-laki dianggap sekufi:’ dengan perempuan
apabila ia memiliki pekerjaan yang medekati kesamaan terhadap pekerjaan
orang tua perempuan.’’

Akan tetapi, sebanyak apapun aturan fikih yang mengatur tentang
pernikahan, tidak menutup kemungkinan bermunculan beberapa kasus terkait

dengan pernikahan yang tidak tersentuh oleh fikih klasik. Hal semacam ini

5 Abu Zahra, al-ahwal al-syakhsiyah, h. 156.
1%al-Jaziri, al-Figh ‘ala al-Madzahib, h. 47.
Y Abu Zahra, al-ahwal al-syakhsiyah, h. 158-161.



dipicu oleh perkembangan zaman serta perbedaan sosial-kemasyarakatan
antara munculnya fikih klasik dengan munculnya permasalahan yang baru.
Seperti pelaksanaan tradisi yang dilakukan didesa Sukorejo.

Tradisi adalah hubungan manusia dengan manusia. Ditegaskan oleh
Nurkcholish Madjid, bahwa nasib suatu bangsa atau suatu kelompok bangsa atau
manusia, baik dalam arti kemajuan ataupun kemundurannya, sangat ditentukan oleh
sikap kejiwaan mereka.'® Adapun tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa
Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggodalam melalukan
pernikahan terdapat sebuah tradisi yaitu tradisi lakon dhinah yang merupakan
syarat pernikahan. Dalam masyarakat Desa Sukorejo ajaran dan pemikiran
terhadap budaya dan tradisi masih begitu kuat oleh karena itu masyarakat
tersebut tetap melaksanakan ajaran tradisi lakon dhinah,meskipun zaman dan
kehidupan sosial semakin berkembang seiring berjalannya waktu.™

Tiap masyarakat tentu ada budaya dan tradisinya dan tiap budaya dan
tradisi tentu ada masyarakatnya, karena keduanya satu kesatuan,dua
diantaranya yang satu dari tunggal membentuk sosial budaya masyarakat.
Norma yang berlaku pada masyarakat adalah norma kebiasaan. Adapun
norma kebiasaan itu sendiri adalah sekumpulan peraturan sosial yang berisi
petunjuk atau peraturan yang dibuat secara sadar atau tidak tentang perilaku
yang diulang-ulang sehingga perilaku tersebut menjadi sebuah kebiasaan.
Norma-norma itu adalah nilai budaya yang sudah terkait kepada peranan-

peranan tertentu dari manusia dalam masyarakat.

¥Nurkcholish Madjid, Tradisi Islam, (Jakarta : Paramadina, 1997), h. 189.
“Syamsuddin, Wawancara (Sukorejo, 13 Februari 2015).



Lakon dhinah merupakan sebuah istilah yang dipakai oleh masyarakat
setempat untuk sebuah rumusan yang berkaitan dengan hari lahir dan pasaran
jawa. Dalam penghitungan lakon dhinah, hari lahir dan pasaran calon
mempelai laki-laki dan perempuan yang diperhitungkan. Apakah hari lahir
dan pasaran jawa calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin
perempuan cocok atau tidak. Apabila cocok, maka pernikahan bisa
dilangsungkan. Sebaliknya, bila dalam hitungan lakon dhinah tidak cocok,
maka pernikahan tidak bisa dilangsungkan.®

Dalam hitungan lakon dhinah, hari yang dipakai sama dengan hari yang
ada dalam kalender masehi, yaitu hari sabtu, minggu, senin, selasa, rabu,
kamis dan jum’at. Sedangkan pasarannya, sama dengan yang ada dalam
kalender jawa, yaitu kliwon, legi, pahing, pon, dan wage.**

Dalam rumusan hitungan lakon dhinah, setiap hitungan hari dan
pasaran memiliki nilai angka tertentu. Dimana nilai tersebut nantinya akan
dicocokkan dengan rumusan dalam hitungan lakon dhinah. Misalkan ada
seorang laki-laki ingin meminang seorang perempuan. Keluarga perempuan
menghitung lakon dhinah dan mencocokan antara hari lahir dan pasarancalon
pengantin laki-laki dan perempuan, di ketahui calonpengantin laki-laki lahir
hari minggu legi dimana hari minggu dan legi sama-sama memiliki nilai lima
sehingga jumlah 5+ 5 = 10. Dalam rumusan lakon dhinah, angka sepuluh
berlakon dhinah gunung. Sedangkan perempuan memiliki hari lahir senin

dengan pasaran legi. Hari senin memiliki nilai empat dan pasaran legi

2gyamsuddin, Wawancara (Sukorejo, 13 Februari 2015).
2!syamsuddin, Wawancara (Sukorejo, 13 Februari 2015).



memiliki nilai lima sehingga jumlah4 + 5 = 9. Dan dalam rumusan lakon
dhinah, angka sembilan berlakon dhinah angin.

Dari perhitungan di atas, ditemukan lakon dhinah laki-laki adalah
gunung dan lakon dhinah perempuan adalah angin. Dengan demikian,
menurut hitungan lakon dhinah, laki-laki dan perempuan tersebut bisa
melangsungkan pernikahan. Dengan rasionalisasi, gunung tidak akan goyang
meski diterpa angin.?> Seperti yang terjadi di Desa Sukorejo Kecamatan
Kotaanyar Kabupaten Probolinggo. Di desa tersebut, terdapat sebuah tradisi
tentang syarat pernikahan yang tidak diatur dalam fikih Kklasik, yaitu tradisi
lakon dhinah. Dimana lakon dhinah antara calon pengantin pria dan calon
pengantin  wanita merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk
melangsungkan pernikahan diantara keduanya. lakon dhinah antara calon
pengantin pria dan calon pengantin wanita diajukan oleh keluarga calon
wanita kepada calon pengantin pria ketika ia akan menikahinya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini menjadi penting
untuk dilakukan karena akan sangat menguntungkan pengamatan lebih lanjut
mengenai kecocokan lakon dhinah antara calon pengantin pria dan calon
pengantin wanita yang akan melangsungkan pernikahan yang merupakan
syarat pernikahan bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu, peneliti
menuangkan gagasan tersebut dalam skripsi ini dengan judul ‘“Analisis

Hukum Islam Terhadap Tradisi Lakon Dhinah Sebagai Syarat

22Syamsuddin, Wawancara (Sukorejo, 13 Februari 2015).
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Pernikahan (Studi di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten

Probolinggo)”.

1.

. Fokus Masalah

Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Lakon Dhinah
Sebagai Syarat Pernikahan di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar
Kabupaten Probolinggo?

Bagaimana Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tradisi
Lakon Dhinah Sebagai Syarat Pernikahan di Desa Sukorejo Kecamatan

Kotaanyar Kabupaten Probolinggo?

. Tujuan Penelitian

1.

Menganalisis Hukum Islam Tentang Tradisi Lakon Dhinah Sebagai
Syarat Pernikahan di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten
Probolinggo.

Mendeskripsikan Tradisi Lakon Dhinah Sebagai Syarat Pernikahan di

Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo.

. Manfaat Penelitian

1.

Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan bagi peneliti selanjutnya dan
dapat dijadikan bahan masukan dalam memahami tentang tradisi lakon
dhinah sebagai syarat pernikahan di desa sukorejo kecamatan kotaanyar
kabupaten probolinggo. Penelitian ini juga diharapkan menambah
wawasan pengetahuan tentang tradisi lakon dhinah sebagai syarat

pernikahan di desa sukorejo kecamatan kotaanyar kabupaten probolinggo.
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2. Secara praktis
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi
masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo
dalam pelaksanaan pernikahan tentang tradisi lakon dhinah sebagai syarat
pernikahan.
E. Definisi Operasional

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan
yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah
atau disebut juga dengan hukum syara’.”> Hukum Islam dalam penelitian
ini adalah hukum Islam yang berdasarkan pada pendapat fiigaha’ Mazhab
Hanafiyah.
2. Tradisi

Tradisi adalah kebiasaan turun temurun yang dilakukan oleh
masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo
mengenai tradisi lakon dhinah sebagai syarat pernikahan.
3. Syarat yang disyaratkan dalam pernikahan

Sesuatu yang disyaratkan oleh salah satu mempelai atas suatu yang
lain, yang mana sesuatu itu memang dikehendaki adanya tujuan.*
4. Lakon Dhinah

Lakon Dhinah adalah sebuah rumusan yang menjadi patokan

pencocokan pasaran jawa dengan hari lahir dan merupakan syarat yang

2*Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), h. 169.
#Al-Zuhaily, al-Figh al-Islam, h.6540.
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harus dipenuhi untuk melangsungkan pernikahan antara calon pengantin
pria dan calon pengantin wanita. lakon dhinah diantara keduanya
diajukan oleh keluarga calon pengantin wanita kepada calon pengantin
pria ketika ia ingin menikahi calon pengantin wanita.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab yang masing-masing bab
terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab | membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari Konteks
Penelitian, Fokus Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi
Operasional, Sistematika Penulisan.

Bab Il membahas tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari penelitian
terdahulu dan kerangka teori, pada bab ini membahas tentang pernikahan
dalam Islam yaitu meliputi pengertian pernikahan, dasar hukum, rukun dan
syarat, syarat yang disyaratkan dalam pernikahan, tradisi dan kafa 'ah.

Bab 11l membahas tentang Metode Penelitian. Dalam bab ini membahas
tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan
sumber data, Metode pengumpulan data meliputi: wawancara dan
dokumentasi. Metode pengolahan data meliputi: edit, klasifikasi, verifikasi,
analisis data, kesimpulan.

Bab IV membahas tentang kajian analisis atau jawaban dari rumusan
masalah dalam penelitian ini. Untuk bab ini berisi tentang analisis Hukum
Islam terhadap tradisi lakon dhinah sebagai syarat pernikahan di Desa

Sukorejo kecamatan Kotaanyar kabupaten Probolinggo dan pandangan tokoh
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masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi lakon dhinah sebagai syarat

pernikahan di Desa Sukorejo kecamatan Kotaanyar kabupaten Probolinggo.
Bab V membahas tentang penutup, adapun bab ini merupakan bagian

akhir yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam

keseluruhan penelitian dan saran.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka bertujuan untuk menarik perbedaan mendasar

antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang pernah dilakukan

sebelumnya. Setelah melakukan penelusuran, ada beberapa skripsi yang

membahas tentang syarat nikah dan kafa ‘ah, diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh Ruslan yang memiliki judul “Efektifitas

Regulasi Batas Usia Nikah Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Sebagai
Syarat Pelaksanaan Perkawinan (Studi Kritis Terhadap Masyarakat
Desa Ketapang Laok dan Petugas KUA Kecamatan Kkelatapang
Kabupaten Sampang)”.(Jurusan Ahwalus Syakhsiyah, Fakultas Syariah
UIN Malang, 2011). Skripsi ini membahas tentang batas usia nikah dan
memfokuskan pada UU No.1 tahun 1974 tentang syarat melaksanakan
perkawinan didesa ketapang laok dan petugas KUA kecamatan
ketapang kabupaten sampang.*

Pemberian Barang Gawan Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Perspektif
Hukum Islam: Studi Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat di Desa
Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan yang disusun

oleh Nur Aini pada tahun 2011 di IAIN Sunan Ampel. Skripsi tersebut

'Rusla , “Efektifitas Regulasi Batas Usia Nikah Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat
Pelaksanaan Perkawinan (Studi Kritis Terhadap Masyarakat Desa Ketapang Laok dan Petugas
KUA Kecamatan kelatapang Kabupaten Sampang, skripsi (Malang: UIN Maliki Malang, 2011).

14
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berfokus kepada pemberian barang gawan yang dijadikan syarat
perkawinan dalam adat perkawinan di Lamongan.?

3. Pengaruh konsep kafa’ah dalam Islam terhadap keharmonisan rumah
tangga:Studi Kasus di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo
Kota Surabaya yang disusun oleh M.Akhliz.MZ. skripsi ini berfokus
kepada pengaruh kafa’'ah terhadap keharmonisan sebuah rumah tangga
di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya.®

Secara umum, pembahasan dalam skripsi yang telah disebutkan di
atas menyangkut masalah syarat perkawinan yang terjadi dalam masyarakat
tertentu. Dalam penelitian ini, juga akan membahas masalah syarat
perkawinan, namun penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan
penelitian sebelumnya, antara lain: Pertama Lokasi penelitian ini dilakukan

di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo.Kedua

Dalam penelitian ini dibahas tentang analisis hukum Islam terhadap tradisi

lakon dhinah sebagai syarat pernikahan di Desa Sukorejo Kecamatan

Kotaanyar Kabupaten Probolinggo. Tradisi syarat pernikahan yang berlaku

di desa ini adalah adanya syarat bagi pasangan yang akan menikah yaitu

tradisi lakon dhinah antara kedua calon mempelai. Ketiga Belum ada kajian

Hukum Islam yang membahas tentang tradisi lakon dhinah sebagai syarat

Nur Aini, “Pemberian Barang Gawan Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Perspektif Hukum
Islam: Studi Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat di Desa Brengkok Kecamatan Brondong
Kabupaten Lamongan, skripsi (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2012).

*M.Akhliz.MZ, “Pengaruh konsep kafaah dalam Islam terhadap keharmonisan rumah
tangga: Studi Kasus di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, skripsi
(Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2012).
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pernikahan di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten

Probolinggo.

B. Kerangka Teori
1. Pernikahan Dalam Islam
a. Pengertian pernikahan

Dalam penyebutan pernikahan biasanya diungkap dengan kata
z's3) dan juga terkadang diungkap dengan kata z'Sil. Untuk ungkapan
yang pertama secara bahasa bermakna “membarengkan salah satu dari
dua perkara dengan yang lainnya”. Untuk yang kedua bermakna
berkumpul.* Ungkapan pertama maupun ungkapan yang kedua,
dimaksudkan pada sebuah akad dimana masing-masing dari pasangan
diberi hak untuk bersenggama dengan yang lain.’

Abu Zahrah mengemukakan definisi nikah, yaitu akad yang
menjadikan halalnya hubungan seksual antara kedua orang yang berakad
sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang datangnya dari syara “®

Selain itu, makna pernikahan ialah akad yang memberikan faedah hukum
kebolehan melakukan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan

wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberikan batasan bagi

pemiliknya serta peraturan bagi masing-masing.’

*Muhammad Muhyiddin abdu al-Hamid, al-Ahwal al-Syakhsiyah fi syari’ati al-1slamiyah, (Bairut:
maktabah al-‘alamiyah, 2003), h. 9.

>al-Hamid, al-Ahwal al-Syakhsiyah, h. 10.

®Abu Zahrah, Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, h. 18.

"Hashi Ash-Shidieqi, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 96.
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b. Dasar Hukum Pernikahan

Allah mengatur tatacara pemenuhan kebutuhan biologis manusia
melalui al-Qur’an dan Hadits, maka mengenai dasar hukum perkawinan
juga merujuk kepada keduanya. Adapun dalil yang bersumber dari al-
Qur’an tentang dasar hukum pernikahan adalah terdapat dalam Surat Ar-

Rum ayat 21 berbunyi:

Joms i e )\Mléﬁ@;at;gi;&g

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-
Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
berfikir.”®

Sumber dari Hadits tentang dasar hukum pernikahan, yaitu:

gt op R 23a g oy o A o 230 0 J6: Jugl e 02

2@

ij gr@bw&myedjcﬁugjp\jﬁu ‘L/e°;.;l_eo;U\

HE

Artinya : “Dari Abdullah, ia berkata: telah berkata kepada kami
Rasulullah SAW, : “Hai sekalian pemuda, barangsiapa yang telah
sanggup di antara kamu kawin, maka hendaklah ia kawin. Maka
sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (kepada yang

#QsS. Al-Rum (30): 21.
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dilarang oleh agama) dan memelihara kehormatan. Dan
barangsiapa yang tidak sanggup, hendaklah ia berpuasa. Maka
sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya”. S
c. Rukun Pernikahan
Rukun adalah sesuatu yang harus diwujudkan demi
terlaksananya sebuah pernikahan yang bila dilewatkan pernikahan
menjadi tidak sah.’® Mengenai rukun nikah, ulama’ mazhab Hanafiyah
berpendapat bahwa rukun nikah ialah ijab dan gabul. **
ijab sendiri merupakan perkataan pertama yang berasal dari
salah satu pihak yang melakukan akad sebagai tanda ia berkeinginan
untuk melakukan pernikahan. Sedangkan qabul sendiri merupakan
perkataan kedua dari salah satu pihak yang melakukan akad sebagai
tanda rela untuk melakukan pernikahan.*?
d. Syarat Pernikahan
Syarat nikah sendiri dikelompokkan menjadi empat, Vyaitu;
syurut in’igad, syurut sihhah, syurut nafadz, dan syurut luzum.*
a) Syurut in’iqgad
Syarat ini merupakan syarat yang berkaitan dengan pihak-

pihak yang melakukan akad nikah dan ijab beserta gabul.** syarat ini

’Abi Husain Muslim, Sahih Muslim juz VII, (Bairut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1998), h. 149.
Hasan Hasanain, Ahkam al-Usrati al-Islamiyah, (Madinah: dar al-afag, 2000), h. 97.

Y Al-Jaziri, al-Figh ‘ala al-Mazahib, h. 37.

2Hasanain, Ahkam al-Usrati al-Islamiyati, h. 97.

*Hasanain, Ahkam al-Usrati al-Islamiyati,h. 111.

¥Al-zuhaily, al-Figh al-Islam, h. 6534.
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meliputi syarat yang berkenaan dengan orang-orang yang melakukan
akad dan yang berkenaan dengan pelaksanaan akad. *°
Untuk syarat yang bekenaan dengan pihak-pihak vyang
melakukan akad, disyaratkan merupakan orang yang berakal.
Sedangkan yang berkenaan dengan pelaksanaan akad, ialah:
pelaksanaan ijab dan gabul harus dilaksanakan di satu tempat yang
sama, satu sama lain antara pihak-pihak yang melakukan akad harus
mendengar suara pihak lainnya dan redaksi ijab dan gabul harus sama
dan tidak kontradiktif."®
b) syurut sihhah

syurut sihhah ialah sesuatu yang keberadaannya menentukan
dalam perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat
menimbulkan akibat hukum.*” Artinya, sebuah pernikahan sama sekali
tidak akan terjadi tanpa adanya syarat sihhah tersebut.

Mengenai syurut sihhah sendiri, semisal:

1) Perempuan yang akan dinikahi bukan merupakan mahram,
baik muabbad atau muaggat bagi laki-laki yang akan
menikahinya. Bila perempuan itu ternyata memiliki
hubungan mahram dengan laki-laki maka akad

pernikahnnya tidak sah.*®

5 Al-Hamid,al-Ahwal al-Syakhsiyah, h. 8.
'°Al-Hamid,al-Ahwal al-Syakhsiyah, h.20.
Y Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h.60.
Al-Hamid, al-Ahwal al-Syakhsiyah,h.21.
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2) Akad pernikahan yang dilaksanakan harus dihadiri oleh
dua orang saksi untuk melengkapi syarat persaksian. Hal
ini dikarenakan akad pernikahan berkaitan dengan hal-hal
lain yang akan terjadi di masa akan datang, seperti
tetapnya nasab dan waris. Maka pemberitahuan kepada
masyarakat amat dibutuhkan untuk mewujudkan hal
tersebut.™

C) syurut nafadz

Syurut nafadz ialah syarat yang menentukan kelangsungan
suatu perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya
perkawinan tergantung kepada adanya syarat-syarat tersebut.”® Seperti
adanya sifat merdeka, baligh dan berakal yang melekat kepada pihak-
pihak yang melakukan akad pernikahan bila mereka menikahkan
dirinya sendiri.?*
d) Syurut luzum

Syurut luzum adalah syarat yang menentukan kepastian suatu
perkawinan dalam arti tergantung kepada kelanjutan berlangsungnya
suatu perkawinan sehingga dengan terpenuhinya syarat tersebut,

pernikahan tidak bisa dibatalkan.?

Y Al-Hamid, al-Ahwal al-Syakhsiyah, h.22.
2 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 60.
2L Al-Hamid,al-Ahwal al-Syakhsiyah, h. 26.
22Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 60.



21

Maka untuk terpenuhinya syarat tersebut harus:

1) Adanya kekufu’an antara laki-laki dengan perempuan bila
seorang perempuan yang berakal dan baligh menikahkan
dirinya sendiri tanpa adanya kerelaan dari wali ‘asib.

2) Mabhar dari pihak laki-laki merupakan mahar yang berlaku
di lingkungan dimana si perempuan bertempat tinggal bila
si perempuan yang berakal dan balig menikahkan dirinya

sendiri tanpa adanya kerelaan dari wali ‘asib.®

2. Syarat yang disyaratkan dalam Pernikahan

Selain syarat yang sudah ditetapkan oleh beberapa imam mazhab,
salah satu calon diperbolehkan mengajukan sebuah syarat kepada
pasangannya, calon pengantin pria mengajukan syarat kepada calon
pengantin wanita, atau sebaliknya calon pengantin wanita mengajukan
syarat kepada calon pengantin pria.?* Hal ini dikarenakan masing-masing
calon memiliki sebuah kepentingan yang ingin dicapai.

Pada dasarnya hukum mengajukan syarat kepada calon
pasangannya adalah mubah, artinya para calon yang akan melangsungkan
pernikahan boleh mengajukan syarat atau tidak. Namun bila syarat yang
diajukan telah disetujui, maka wajib untuk memenuhinya.”® Hal ini

ditegaskan dalam sebuah hadits:

ZAl-Hamid, al-Ahwal al-Syakhsiyah,h.27.
2Al-Zuhaily, al-Figh al-Islam, h. 6540.
B Al-Zuhaily, al-Figh al-Islam, h. 6541.
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o i) Gy g 0T L3k 55

Artinya: “dari Ugbah bin Amir, berkata bahwa Rasulullah bersabda,
syarat yang lebih patut untuk dipenuhi yaitu perjanjian yang menyebabkan

halalnya kemaluan perempuan &

Seperti yang telah diungkap dimuka, bahwa masing-masing pihak
diperbolehkan mengajukan syarat kepada pihak yang lain. Mengingat
konteknya adalah pernikahan, maka syarat tersebut diajukan oleh calon
pengantin pria kepada calon pengantin wanita, atau sebaliknya. Yang
dimaksud dengan syarat yang disyaratkan dalam pernikahan adalah
sesuatu yang disyaratkan oleh salah satu calon pengantin kepada calon
pasangannya.?’

Syarat tersebut diucapkan bersamaan dengan ijab atau gabul. %
Yang dimaksud dengan ijab ialah ucapan pertama, baik dari pihak laki-laki
maupun pihak perempuan atau dari wali masing-masing calon, sebagai
isyarat terhadap relanya untuk melangsungkan pernikahan. Sedangkan
gabul 1alah jawaban (ucapan kedua) dari pihak laki-laki maupun

perempuan atau wali dari keduanya sebagai isyarat kerelaan terhadap apa

yang diucapkan dalam ijab.?

% Abi Husain Muslim, Sahih Muslim, h. 172.
?'Al-Zuhaily, al-Figh al-Islam, h. 6540.

% Al-Zuhaily, al-Figh al-Islam, h. 6540.
*Hasanain, Ahkam al-Usrati al-Islamiyati, h, 98.
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Semisal si perempuan berkata, “saya akan nikahkan diri saya,
fulanah bin fulan denganmu fulan bin fulan, dengan syarat nanti setelah
menikah engkau harus menempatkan saya di rumah yang bagus”.
Kemudian si laki-laki menjawab, “saya terima”. Contoh tersebut
merupakan contoh dimana syarat yang disyaratkan dalam pernikahan
dibarengkan dengan lafadh ijab.

Macam-macam syarat yang disyaratkan dalam pernikahan, para
ulama’ mazhab berbeda dalam pembagian macam syarat yang disyaratkan

dalam pernikahan.®® Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadits:

5 5 S Gusd e gl I g g ed

~
T @

rebiph B O3aLed 106 0 J525 8 ads el e s g o3 508

3 7
S%

U= gl 3 98 g5 053 Yy

Artinya: “Orang Islam itu terikat dengan syarat yang mereka buat kecuali

syarat tadi menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal »3

Ulama’ mazhab Hanafiyah membagi syarat yang disyaratkan

dalam pernikahan menjadi dua kriteria, yaitu:
a. Syarat yang sah, ialah syarat yang sesuai dengan maksud
pernikahan dan selaras dengan Hukum Islam. Seperti seorang
perempuan mensyaratkan kepada calon suaminya agar ia

ditempatkan disebuah rumah dan terpisah dari sanak famili.

%Al-Zuhaily, al-Figh al-Islam, h. 6541.
31 Tirmizi, Jami’ at-Tirmizi, Juz I11, (Mesir: Mustafa Al-Babiyyilhalbi, 1968), h. 626.
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b. Syarat yang rusak, ialah syarat yang tidak sesuai dengan maksud
pernikahan dan bertentangan dengan hukum Islam. Sepeti seorang
perempuan memberikan syarat kepada calon suaminya bahwa ia
mau menikah bila setelah menikah nanti, ia tidak disetubuhi atau
menceraikan perempuan madunya.®? Hal ini didasarkan pada

sebuah hadits:

T

O, i édu;ﬁ.i:f‘&\mu.x} Juw e RS ACE FN e

’% o < 1.4

st ey 320 555 & 948 1B, g 28 o A e

Artinya: “Tidak halal menikahi seorang perempuan dengan menceraikan

yvang lain 7

Tentunya, adanya pembagian dalam hal-hal yang diperbolehkan
untuk dijadikan syarat dalam pernikahan memiliki konsekuensi sendiri.
Untuk syarat yang sah, wajib bagi pihak yang dikenai syarat tersebut untuk
memenuhinya.?* kewajiban pemenuhan isi perjanjian ini diungkap dalam

al-Qur’an yaitu: surat al-Maidah ayat 1:

c }}9,-4 s /f,io > .{" /55/
558all 15950 5tz il Lol
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad itu. %

Apabila pada masa berlangsungnya pernikahan calon yang

menyanggupi sSyarat yang diajukan oleh pasangannya melakukan

%2Al-Zuhaily, al-Figh al-Islam, h. 6540-6541.

%Ahmad ibnu Hanbal, Musnad Ahmad Ibnu Hanbal, (Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliyyah, 1998),
h. 503.

% Al-Zuhaily, al-Figh al-Islam,h. 6540.

%Qs. Al-Maidah (5):1.
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pelanggaran atas isi perjanjian tersebut, maka pihak yang dirugikan boleh
menjadikannya sebagai alasan untuk fasakhnya nikah jika ia
menginginkannya. Hal ini dikarenakan pada saat terjadinya pelanggaran,
perceraian tidak langsung jatuh dengan sendirinya, melainkan hanya
dijadikan alasan untuk fasakhnya nikah.*

Untuk syarat yang rusak, pihak yang ditimpai syarat tersebut tidak
memiliki kewajiban untuk memenuhinya. Artinya, jika syarat tersebut
tidakdipenuhi, maka tidak bisa dijadikan alasan untuk fasakhsnya
pernikahan. Syarat tersebut menjadi batal. Namun batalnya tidak
mempengaruhi terhadap sahnya akad. Akad tetap sah meski syarat yang

diajukan itu batal.*’

3. Tradisi
Tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan
menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari
suatu kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal paling mendasar
dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke
generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi
dapat punah. Selain itu, tradisi juga dapat diartikan sebagai kebiasaan

bersama dalam masyarakat manusia, yang secara otomatis akan

% Al-Zuhaily, al-Figh al-Islam, h.6549.
*lbnu Abidin, Hasyiyah raddu al-Mukhtar ‘ala dar al-Mukhtar Syarhi Tanwir al-Absarduz 111,
(Bairut:Dar al-fikr, 2000), h. 53.
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mempengaruhi aksi dan reaksi dalam keidupan sehari-hari para anggota
masyarakat itu.*®

Tradisi (Bahasa Latin: tradition, artinya diteruskan) menurut
penegertian bahasa sesuatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat,
baik yang menjadi adat kebiasaan, atau yang diasimilasikan dengan ritual
atau adat agama. Atau dalam pengertian lain, sesuatu yang telah dilakukan
sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok
masyarakat, biasanya dari suatu Negara, kebudayaan, waktu, atau agama
yang sama.>®

Adapun tradisi dapat menjadi hukum yang mendapat legitimasi
dari hukum islam, apabila tidak ada nash yang menyatakan tentang itu.
Dalil bagi tradisi ditemukan dalam Al-Qur’an, yaitu pada Surat Al A’raf

ayat 199 yang berbunyi:

P — /’}‘ - - ’E/ 9 ’}’J 9}2/ /’. -7 ')
N — P ¢ S -
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Artinya: Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang
ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*

J.C Hasterman yang memandang tradisi dari sudut makna dan
fungsinya maka tradisi berisi sebuah jalan bagi masyarakat untuk

memformulasikan dan memperlakukan fakta-fakta dasar dari eksistensi

%Mulfiblog, “PengertianTradisi” http://tasikuntan.wordpress.com/2012/11/30/pengertian-
tradisi/,diakses pada tanggal 20 Mei 2015

% Abinehisyam, "TradisidalamMasyarakatIslam”http:/abinehisyam.wordpress.com/2011/12/29/tra
disi-dalam-masyarakat-islam/,diakses pada tanggal 20 Mei 2015

Q8S. al-A’raf (7): 199
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kehidupan manusia seperti konsensus masyarakat mengenai persoalan
kehidupan dan kematian, termasuk masalah makanan dan minuman.

Dengan demikian, berbicara tradisi berarti berbicara tentang
tatanan eksistensi manusia dan bagaimana masyarakat mempretasikannya
di dalam kehidupannya. Dalam sudut pandang seperti ini, setiap
masyarakat memiliki tradisinya sendiri, sesuai dengan bagaimana mereka
menghadirkannya dalam hidupannya. Dan masing-masing masyarakat
memiliki tradisinya sendiri maka kiranya tidak bisa sebuah tradisi
dibandingkan dengan kerangka menjelaskan mana yang lebih tinggi dan
mana yang lebih rendah sebab masing-masing kembali kepada sumber
fikiran manusia yang menghasilkan tradisi tersebut.

Hakekat dari tradisi adalah hubungan manusia dengan manusia.
ditegaskan oleh Nurkcholish Madjid, bahwa nasib suatu bangsa atau suatu
kelompok bangsa atau manusia, baik dalam arti kemajuan ataupun
kemundurannya, sangat ditentukan oleh sikap kejiwaan mereka.*'yang
dimaksud disini adalah mengenai macam-macamnya suatu tradisi, yang
mana terdapat tradisi yang baik dan untuk dilakukan dan ada juga tradisi
yang tidak baik, sehingga tradisi tersebut tidak boleh dilakukan. Jika
tradisi yang baik itu dilakukan, maka bangsa ini akan maju. Sebaliknya,
jika tradisi yang tidak baik itu tetap dilakukan, maka nasib bangsa ini akan
mengalami kemunduran. Karena tradisi merupakan suatu kebiasaan yang

dilakukan oleh masyarakat tertentu.

“Nurkcholish Madjid, Tradisi Islam, (Jakarta : Paramadina, 1997), h. 189.
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Kata ‘urf berasal dari bahasa Arab "—_»l" secara etimologi
berasal dari kata 4 e < =) < e yang sering diartikan dengan “<as ol *2
dengan arti mengetahui atau sesuatu yang dikenal. Sedangkan Syekh
Abdul Wahab Khallaf dalam kitabnya mendefinisikan — «s laile sa s yall
B salall anng @ i) Jad ol 8 e adle |5 s ldll, Urf yaitu apa-apa yang
telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus baik
berupa perkataan maupun perbuatan atau pantangan-pantangan. Urf juga
disebut dengan adat kebiasaan (adat).**

Kata ‘adat” <=l” berasal dari bahasa arab yaitu”sle” yang
berasal dari akar kata ( 2s=,)e) yang mengandung arti IS
(perulangan). Dijelaskan oleh Amir Syarifuddin yang merujuk terhadap
pendapat Mustofa Salabi bahwa ‘urf dan ‘adat tidak ada perbedaan kedua
kata itu dari konotasi kandungan artinya (netral dan tidak netral). Sehingga
dalam hal ini ‘urf diartikan sebuah tradisi yang baik, sedangkan ‘adat
diartikan sebagai tradisi yang netral (bisa baik atau buruk).*

Kata adat dalam bahasa Arab disebut al-Adat, yang berarti adat
kebiasaan.Sedangkan secara istilah diartikan sebagai sesuatu yang telah

diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik berupa

perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan.*®

*Luis Ma’luf, al-Munjid Fil Lughah, h.520.

*Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushuk Figh, (Indonesia: Al-Haramain Linnasyari Wa At-
Tauzi’,2004) h. 89.

“Miftahul Arifin, dan A. Faishal Hag, Ushul Figh, ( Surabaya:CV. Citra Media, 1997), h. 146.

**Amir Syarifuddin Ushul Figh, Jilid 2,(Jakarta : Logos Wacana llmu, 2001),h. 364.

*Ensiklopedi Islam, Jilid 1 (Cet.3; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 1992,), h. 21.
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Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas, maka
dapat dipahami bahwa al-Adat memiliki kesamaan dengan al-‘urf, baik
dalam hal perbuatan, maupun perkataan. Oleh karena itu yang perlu
dipahami adalah bahwa perbuatan maupun perkataan itu harus diketahui
oleh orang yang banyak serta dilaksanakan secara terus menerus oleh
mereka.

a. Macam-macam ‘Urf

‘Urf terbagi menjadi dua macam®’, yakni urf shahih (benar) dan
‘urf fasid (salah).

1. “Urf shahih ialah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang
yang tidak bertentangan dengan dalil syara’. Ali Hasbalah
mengatakan bahwa ‘urf shahih ialah sesuatu yang tidak
menghalalka yang haram, dan tidak mengharamkan yang halal.
Misalnya, pemberian kado kepada pengantin pada malam resepsi
perkawinannya,* adat kebiasaan membayar mahar dan lain-lain.

2. ‘Urf fasid ialah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang
yang berlawanan dengan syara’ atau hal yang membawa kepada
keburukan. Ali Hasbalah mengatakan bahwa “urf fasid itu ialah ‘urf
yang menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan, atau
mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan, atau membatalkan

sesuatu yang wajib.*® Misalnya, kebiasaan-kebiasaan dalam agad

*"Miftahul Arifin, Ushul Figh, h. 147.
“Ahmad Abd. Madjid, Ushul Figih, (Pasuruan: PT. Gaoeda Buana Indah, 1994), h. 84
“Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih, (Jakarta:PT. rineka Cipta, 1999), h. 105
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perjanjian yang bersifat riba, membuka aurat, menghalangi syiar
agama.
b. Hukum al ‘Urf

Adat yang benar, wajib untuk diperhatikan dalam pembentukan
hukum syara’ dan memutuskan suatu perkara. Seorang mujtahid harus
memperhatikan hal ini dalam pembentukan hukumnya dan bagi hakim
juga harus memperhatikan hal itu dalam segi putusan perkaranya. Karena
apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia sudah menjeadi
suatu kebutuhan, disepakati dan ada kemaslahatannya. Selama adat
tersebut tidak bertentangan syara’, maka adat tersebut harus dijaga. Oleh
karena itu para ulama berkata: adat merupakan syariat yang dikuatkan
sebagai hukum, dan keberadaan adat juga dianggap oleh syara’.

Adapun adat yang rusak, maka tidak boleh diperhatikan karena
dengan memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil syara’ atau
membatalkan hukum syara’. Bila manusia sudah biasa melakukan akad
diantara akad-akad yang rusak, maka Kkebiasaan ini tidak berarti
mempunyai pengaruh bahwa akad seperti itu diperbolehkan. Oleh karena
itu, dalam hukum positif manusia tidak diakui adanya kebiasaan yang
bertentangan dengan hukum dasar atau aturan umum. Hanya saja adat itu
dapat ditinjau dari sudut pandang yang lain yakni apakah kebiasaan itu
termasuk darurat atau suatu kebutuhan manusia? Artinya jika suatu adat
tersebut dilanggar, apakah dapat merusak aturan kehidupan mereka atau

mereka mendapatkan kesulitan atau tidak? apabila hal itu termasuk darurat
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atau kebutuhan mereka maka diperbolehkan. Karena darurat
memperbolehkan sesuatu yang dilarang dan kebutuhan dalam hal ini
menempati kedudukan darurat itu. Tetapi jika bukan termasuk darurat dan
kebutuhan mereka maka adat tersebut hukumnya batal dan kebiasaan itu

tidak boleh dijadikan hukum.*

4. Kafa’ah
a. Pengertian Kafa'ah
Dalam kajian bahasa, kata kafa’ah sendiri ditulis dengan 3slsll
yang memiliki makna 8/ sludl, afiledl] caSll dan <lSll yang kesemuanya itu
memiliki makna kesamaan dan kesepadanan.”* Kata 3!l merupakan
bentuk masdar dari fi’il madli dari & yang selain kata di atas juga
memiliki bentuk masdarG yang sama-sama memiliki makna sama atau
persamaan.®? Sedangkan dalam istilah Hukum Islam, kafa’ah merupakan
kesepadanan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam hal-hal
tertentu.>®
Adanya kata “laki-laki dengan perempuan” mengindikasikan
bahwa yang dituntut untuk mewujudkan kesepadanan adalah pihak laki-
laki terhadap pihak perempuan. Dengan kata lain, hal-hal yang berkaitan

dengan laki-laki tersebut yang dipertimbangkan, apakah memiliki

%Abdul Wahhab Khallaf, llmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam. (Jakarta:Pustaka Amani, 2003).
H. 118-119

S1Sayyid Sabiq, Figh As-Sunnah, Juz I1, h. 209.

52Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir,(Surabaya: Cet; XIV, Pustaka Progresif, 1997) h.

1216.

>3Al-Jaziri, al-Figh ‘ala al-Mazahib, h. 47.
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kesepadanan atau tidak. Hal yang berkaitan dengan seorang perempuanlah
yang menjadi patokan kesepadanan seorang laki-laki. Bukan sebaliknya.**
b. Hal-hal yang dipertimbangkan sebagai kafa’ah
1. Nasab
Dalam perihal nasab, manusia terbagi menjadi dua golongan,
bangsa Arab dan ‘gjami (non Arab).>®> Dalam pembahasan bangsa
Arab sendiri, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Bahwa,
pertama: orang Arab hanya sekufii’ dengan orang Arab sendiri.
Kedua: laki-laki non Arab tidak sekufi.” dengan perempuan Arab.*®
Mengenai kekufi:'an orang Arab ini, dijelaskan dalam hadits
yang diriwayatkan oleh hakim dari ibnu umar bahwa Rasulullah

bersabda:
S V) o o 5 G 5 o 8 aed e ST
Lol

Artinya: “satu orang Arab sekufu’ dengan lainnya, satu orang dari
satu kabilah sekufu’ dengan seseorang dari kabilah lainnya, orang
dari satu daerah untuk orang dari daerah (lainnya), seorang untuk

seorang, kecuali tukang tenun dan tukang bekam.” >’

Al-Zuhaily, al-Figh al-Islam, h. 6744.

% Al-Jaziri, al-Figh ‘ala al-Mazahib, h. 47.

*Abu Zahra, al-ahwal al-syakhsiyah, h. 137.

> As-San’ani, Muhammad Ibnu Ismail, Subulu as-Salam, jilid 111, (Surabaya: al-ikhlas, 1995), h.
463
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2. Islam

Islam merupakan salah satu yang dipertimbangkan dalam
kekufu’an antara laki-laki dengan perempuan, maka keislaman laki-
laki menjadi pertimbangan bagi perempuan. Laki-laki non muslim
tidak sekufu’ dengan perempuan muslimah.”® hal ini seperti diungkap

dalam surat al-Mumtahanah ayat 10:

‘o Eog A 4 P

UA},&JO‘VK'J&CL}YJ ).n_a_:

58Al-asykur Umar Sulaiman, Ahkam al-Zawaj, (Madinah: Cet; IV dar al-nafais, 2008), h. 221.
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah
kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah
kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang
keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka
(benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka
kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal
bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula
bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar
yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka
apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu
tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-
perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu
bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka
bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu.
dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. al-
Mumtahanah:10)*°

Selain itu, yang dipertimbangkan keislamannya juga wali dari
masing-masing pihak, yakni wali dari pihak laki-laki dengan wali dari

pihak perempuan.®

maka tidak dikatakan sekufu’ laki-laki muslim,
namun bapaknya kafir dengan perempuan muslim yang bapaknya juga
muslim. Keislaman tersebut juga berlaku kepada wali selain ayah.
Seperti keislaman seorang kakek. Perempuan muslim yang memiliki
bapak dan kakek yang muslim hanya sekufu’ dengan laki-laki muslim
yang memiliki bapak dan kakek yang muslim pula.®® Namun Abu
Yusuf mencukupkan kepada keislaman bapak dari si laki-laki.
Dengan demikian laki-laki muslim yang memiliki bapak yang muslim

juga, walau kakeknya kafir, sekufu’ dengan perempuan muslimah

yang memiliki bapak dan kakek muslim.

QS. Mumtahanah (60):10.

% Abu Zahra, al-ahwal al-syakhsiyah,h. 138.

%1Ulla’ ad-Din Abi al-Hasan, Mu 'inu al-Hukkam, (Dar al-Fikr:Madinah, 1995), h. 318.
%2Abu Zahra, al-ahwal al-syakhsiyah,h. 138.
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3. Kemerdekaan

Kemerdekaan merupakan sebagai salah satu hal yang
dipertimbangkan sebagai kafa’ah, sama dengan pembahahasan Islam
sebagai salah satu hal yang dipertimbangkan sebagai kafa 'ah.**Dalam
artian, kemerdekaan wali dari masing-masing pihak, baik pihak laki-
laki maupun perempuan juga dipandang. Maka laki-laki merdeka yang
memiliki bapak seorang budak tidak sekufu’ dengan perempuan
merdeka yang memiliki bapak yang merdeka.®*

Kemerdekaan pihak-pihak yang akan melaksanakan
pernikahan juga dipertimbangkan. Laki-laki budak tidak sekufu’
dengan perempuan yang merdeka.®® Sebaliknya, laki-laki budak
sekufu’ dengan perempuan yang juga budak. Hal ini dijelaskan dalam

surat an-Nahl ayat 75:

« Z &
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Artinya: “Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba
sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun

83Abu Zahra, al-ahwal al-syakhsiyah, h. 138.
*Abu Zahra, al-ahwal al-syakhsiyah, h. 138.
% Al-asykur, Ahkam al-Zawaj, h. 231.
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dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia
menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara
terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi
Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.”

4. Harta

Dalam masalah harta bukan kaya atau miskinnya pihak-pihak
yang akan melakukan pernikahan. Melainkan kemampuan seorang
laki-laki dalam membayar mahar dan nafkah.®’Dengan demikian, laki-
laki yang mampu membayar mahar dan memberikan nafkah sudah
bisa dianggap sekufu’ dengan perempuan yang akan dinikahinya.

Mengenai mahar yang akan dibayarkan oleh laki-laki
sehingga ia dikatakan sekufi:” dengan si perempuan merupakan mahar
yang dibayarkan dengan segera yang lumrah di lingkungan dimana
siperempuan berdomisili (mahar misil)®. Sedangkan yang berkenaan
dengan nafkah, dikatakan memenuhi kriteria sekufu’ dari segi harta
bila si laki-laki mampu memberikan nafkah sebatas yang dibutuhkan
oleh si perempuan.’® Harta yang dimiliki si laki-laki harus mampu
menafkahi calon istrinya selama satu bulan. Jika demikian, maka

dianggap sekufis”."

%6QS. An-Nahl (16):75.

% Al-asykur, Ahkam al-Zawaj, h. 232.

% Al-Jaziri, al-Figh ‘ala al-Mazahib al-Arbaah juz V, h. 48.

% Abu Zahra, al-ahwal al-syakhsiyah,h. 139.

"®Kamaluddin Muhammad,Syarhu Fath al-Qadir, (Bairut: dar al-Kutub al-‘ilmiyah, 1995), h. 290.
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5. keagamaan

Yang dimaksud keagamaan disini adalah praktik keagamaan
dan kebaikan seorang perempuan.” Maka laki-laki yang fasiq tidak
sekufu’ dengan perempuan yang baik-baik yang memiliki ayah yang
baik-baik juga. Laki-laki yang tidak taat dalam mengerjakan shalat
dan puasa tidak sekufu’ dengan perempuan yang taat mengerjakan

shalat dan puasa’®. Hal ini seperti yang diungkap dalam surat an-Nur

ayat 26:

&
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Artinya: wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji,
dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula),
dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan
laki- laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula)”.
(Q.S.an-Nur:26).”

Hal ini juga diungkap dalam sebuah hadits riwayat Tirmizi

dengan sanad hasan dari Abu Hasyim al-Muzawi Rasulullah bersabda:
5 oo 2w ST Y] oSGl a5 ays 0553 e oSel 13)
ails g s 05 pn oSelr 13) 1B 14 O 0Ly 1 gy b 1506 IsLed

(e WY 5SSl

""Abu Zahra, al-ahwal al-syakhsiyah,h. 139.
2Al-Jaziri, al-Figh ‘ala al-Mazahib al-Arbaah, h. 48.
*QS. An-Nur (24):26.
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Artinya:  “jika datang kepadamu laki-laki yang agama dan

akhlaknya kamu suka, maka kawinkanlah ia. Jika kamu tidak

berbuat demikian akan terjadi fitnah dan kerusakan di atas bumi.

Sahabat bertanya, ya Rasulullah apabila di atas bumi ditemukan

kerusakan. Rasulullah menjawab:jika datang kepadamu laki-laki

yang agama dan akhlaknya kamu suka, maka kawinkanlah ia

(Rasulullah menjawan tiga kali). N

Mengenai pembahasan fasiq sendiri, terjadi perbedaan di
kalangan ulama’ mazhab hanafiyah. Pertama, seperti yang diungkap
oleh Abu Yusuf, bahwa hanya fasiq yang nampak jelas yang di sekitar
masyarakat yang dijadikan pertimbangan. Bukan fasig yang
tersembunyi di masyarakat pada umumnya. Kedua, semua bentuk
fasig, baik yang nampak jelas di kalangan masyarakat pada umumnya
atau tersembunyi, semua menjadi pertimbangan.’
6. Pekerjaan
Dalam Ensiklopedi Hukum Islam yang dimaksud dengan

pekerjaan adalah adanya mata pencaharian seorang pria yang dapat
menjamin rumah tangganya.”® Mengenai pembahasan pekerjaan
sebagai salah satu hal yang dipertimbangkan sebagai kafa’ah, ulama’
mazhab hanafiyah berbeda pendapat. Abu Yusuf mempertimbangkan

pekerjaan sebagai salah satu hal yang dipertimbangkan sebagai

kafa’ah. Sedangkan Abu Hanifah tidak mempertimbangkannya.’’

"Imam Tirmizi, Sunan al-Tirmizi, juz |11, (Bairut:Dar al-Fikr,) h. 345.

"lbnu Abidin, Hasyiyah raddu al-Mukhtar ‘ala dar al-Mukhtar Syarhi Tanwir al-Absar juz 3,
(Bairut:Dar al-fikr, 2000), h.89.

"*Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 111, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1997), h. 856.
" Al-asykur, Ahkam al-Zawaj, h. 233.
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Jika berpegang kepada pendapat abu Yusuf, bahwa pekerjaan
juga dipertimbangkan sebagai kafa’ah, maka pekerjaan si laki-laki
harus mendekati kesamaan pekerjaan bapak dari si perempuan. ® Hal
yang dipertimbangkan dari pekerjaan ini adalah tinggi dan rendahnya
sebuah pekerjaan.” Namun jika pekerjaan antara si laki-laki dan
bapak si perempuan itu sejenis, tinggi dan rendahnya sebuah
pekerjaan tidak diperhitungkan lagi. Seperti sama-sama seorang
penenun, atau sama-sama penjual kain. Jika demikian, maka seorang
laki-laki sudah dikatakan sekufu’ dengan perempuan.®
¢. Kedudukan kafa’ah dalam pernikahan

Ulama’ mazhab Hanafiyah sendiri merinci kedudukan
kafa’ah dalam pernikahan menjadi tiga bagian yaitu:
1) Kafa’ah Sebagai Syarat sihhah dalam Pernikahan
a) Apabila seorang perempuan yang baligh dan berakal
menikahkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang tidak sekufis’
dengan dirinya. Sedangkan ia memiliki wali ‘asib yang tidak
rela terhadap pernikahan yang tidak sekufu’ itu sebelum akad
nikah dilaksanakan. Jika pernikahan yang demikian tetap
dilanjutkan, maka pernikahan tersebut sama sekali tidak sah.:

b) Apabila seseorang, selain bapak atau kakek (J=Y') atau anak

(es.4)), menikahkan seseorang, yang tidak memiliki

®Abu Zahra, al-ahwal al-syakhsiyah, h. 140.
"“Sayyid Sabiq, Figh As-Sunnah, Juz 11, h. 213
80al-asykur, Ahkam al-Zawaj, h. 233.
81Al-Zuhaily, al-Figh al-Islam, h. 6742.
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kecakapan (Y axe) atau kecakapannya tidak lengkap (<il)
(AlaYiseperti laki-laki atau perempuan yang gila atau masih
belum balig, maka pernikahan tersebut menjadi rusak. Dengan
demikian pernikahan tersebut tidak sah.®
c) Apabila seorang laki-laki atau perempuan yang tidak memiliki
kecapakan atau kecakapannya kurang dinikahkan oleh bapak
atau anaknya, yang terkenal tidak pandai dalam memilih atau
berpendapat, dengan orang yang tidak sekufii’ dengannya,
maka pernikahan tersebut tidak sah.®
2) Kafa’ah Sebagai Syarat luzum dalam Pernikahan
Kafa’ah berkedudukan sebagai  syarat luzum  dalam
pernikahan bila seorang perempuan yang baligh dan berakal
menikahkan dirinya dengan laki-laki yang tidak sekufu’ dengan
dirinya, maka seorang wali memiliki hak untuk mencegah
terlaksananya perkawinan yang tidak sekufu’ tersebut.®
Selain itu, seorang wali juga bisa melakukan upaya faskhu al-
nikah bila ternyata si perempuan yang menikahkan dirinya dengan
laki-laki yang tidak sekufi” dengan dirinya menutupi ketidak kufiz’an
tersebut. Namun, setelah akad dilaksanakan, seorang wali

mengetahuinya dan tidak rela terhadap pernikahan tersebut.®® Hal ini

82Al-Zuhaily, al-Figh al-Islam, h. 6743.
8 Al-Zuhaily, al-Figh al-Islam, h. 6743.
% Al-Zuhaily, al-Figh al-Islam, h. 6743.
bnu al-Hammam, Syarhu Fathu Al-QadiR Juz 11, (Dar al-Kutub: Bairut, 1995), h. 280.
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dikarenakan sebuah pernikahan dilakukan diatas kerelaan si
perempuan dan walinya.®
3) Kafaah sebagai syarat nufuz dalam Pernikahan.

Kafa’ah menjadi syarat nufuz dalam sebuah pernikahan,
apabila seorang perempuan yang baligh dan berakal menyerahkan
perihal pernikahannya kepada seseorang, apakah ia wali atau bukan
baginya. Kemudian ia dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sekufi’
dengan dirinya. Maka akad pernikahan tersebut ditangguhkan
terhadap memperbolehkannya si perempuan tadi.®’

Karena memang kafa’ah merupakan hak bagi seorang
perempuan dan walinya. Seorang perempuan boleh menuntut kafa’ah
kepada laki-laki yang akan menikahinya. Begitu juga dengan wali si
perempuan, juga memiliki hak yang sama. Maka jika si laki-laki tidak
sekufu’ dengan perempuan tersebut, berlanjut atau tidaknya sebuah
pernikahan bergantung kepada kerelaan si perempuan.®

d. Pihak-pihak yang Boleh Menuntut kafa’ah

Pada dasarnya kafa’ah dibebankan kepada pihak laki-laki.
Maka seorang laki-laki diharuskan sekufu’ dengan perempuan yang
akan dinikahinya.?® Bukan sebaliknya, si perempuan harus sekufit’
dengan laki-laki yang akan menikanya. Seorang laki-laki harus

melakukan berbagai upaya, bila kekufit’an berkaitan dengan hal yang

8 Al-asykur, Ahkam al-Zawaj, h. 204.

% Al-Zuhaily, al-Figh al-Islam , h. 6742.

% Al-Zuhaily, al-Figh al-Islam , h. 6742
8Abu Zahra, al-ahwal al-syakhsiyah,h. 142.
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bisa diupayakan, agar bisa sekufu’ dengan perempuan yang akan
dinikahinya.

Dengan demikian, hak untuk menuntut kekufu’an pada laki-
laki adalah perempuan yang akan menikah dan walinya. Apaila
seorang perempuan menikahkan dirinya dengan laki-laki yang tidak
sekufu’ dengan dirinya, maka wali si perempuan tersebut diberi hak
untuk mencegah dan meminta fasakhnya pernikahan selama si
perempuan belum hamil.®® Begitu juga sebaliknya, si perempuan
boleh meminta fasakh nikah bila walinya menikahkan dirinya dengan
laki-laki yang tidak sekufi”.™*

Hak yang dimiliki wali, dalam hal kafa’ah, tidak sama
dengan hak yang dimiliki oleh perempuan yang akan melakukan
pernikahan. Seorang wali hanya boleh mempermasalahkan ketidak
sekufu an, baik dengan melakukan pencegahan atau meminta fasakhny
nikah, bila ketidak sekufi.’an itu terjadi sebelum pernikahan. Karena
kewajiban kafa’ah hanya sebelum pernikahan dilangsungkan, tidak
setelah pernikahan dilangsungkan. %

Berbeda dengan perempuan yang akan melaksanakan
pernikahan. la memiliki hak yang berbeda dengan walinya dalam
merespon ketidak sekufu’an seorang laki-laki yang akan menikah

dengan dirinya. Seorang perempuan boleh meminta fasakhnya nikah

%%al-Zuhaily, al-Figh al-Islam, h. 6744,
%1al-Zuhaily, al-Figh al-Islam, h. 6744.
%2al-Zuhaily, al-Figh al-Islam, h. 6745.
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bila ketidak sekufu’an itu terjadi baik sebelum maupun setelah
pernikahan.®®

Terkait dengan hak seorang wali melakukan pencegahan
terhadap perkawinan yang tidak sekufi’, muncul sebuah pertanyaan,
apakah semua wali dalam jenis yang sama,seperti beberapa saudara
kandung, harus rela terhadap pernikahan yang tidak sekufi:’ untuk
menggugurkan hak melakukan pencegahan dan meminta fasakhnya
nikah, ataukah relanya sebagian wali sudah menggugurkan hak
tersebut?. Imam Abu Hanifah sendiri berpandangan bahwa relanya
sebagian wali dalam satu jenis terhadap pernikahan yang tidak sekufi’
sudah bisa menggugurkan hak untuk melakukan pencegahan dan

meminta fasakhnya nikah.**

%al-Zuhaily, al-Figh al-Islam, h. 6745.
%al-Zuhaily, al-Figh al-Islam, h. 6745.
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METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis
penelitian empiris atau field research (penelitian lapangan). Penelitian ini
menitik beratkan pada hasil-hasil pengumpulan data yang didapatkan
secara langsung dari para informan atau nara sumber yang telah ditentukan
dengan menggunakan metode wawancara.’ Informan tersebut diantaranya
ialah pelaku pernikahan (lakon dhinah), kepala desa dan sesepuh desa
(tokoh masyarakat) tersebut tentang tradisi lakon dhinah sebagai syarat
pernikahan yang ada di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten
Probolinggo.
B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif.
Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk
membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis mengenai suatu
fenomena yang terjadi dimasyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar
Kabupaten Probolinggo, tentang tradisi lakon dhinah sebagai syarat
pernikahan, dengan mencocokkan lakon dhinah antara calon pengantin

laki-laki dan perempuan.

!Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), h.

135.
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C. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini adalah di Desa Sukorejo Kecamatan
Kotaanyar Kabupaten Probolinggo. Alasannya adalah desa tersebut
terdapat tradisi yang unik dan perlu dikaji dalam pandangan hukum Islam,
yaitu tradisi lakon dhinah sebagai syarat pernikahan.
1. Geografi dan Topografi
Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo
terletak didataran rendah dengan kondisi curah hujan rata-rata 1027 mm
pertahunnya. Desa Sukorejo merupakan desa yang berada di tengah-
tengah, tidak condong ke daerah pesisir dan daerah pegunungan. Jika
dilihat dari pegunungan, letak desa Sukorejo seperti lembah. Letak
seperti ini memberi keuntungan tersendiri bagi penduduk setempat yang
mayoritas petani. Air mengalir dengan lancar ke area pesawahan di
Desa Sukorejo. Sehingga masyarakat tidak perlu menggunakan mesin
sebagai alat bantu untuk mengairi sawah.
Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo
mempunyai luas daerah 243.351 Ha, tanah kering (bukan sawah)
52.751 Ha dan 190.600 Ha tanah basah (sawah) dan memiliki batas-

batas wilayah sebagai berikut:?

a. Sebelah Utara : Desa Kotaanyar
b. Sebelah Selatan : Desa Sidorejo
c. Sebelah Timur : Desa Pasembon

Sumber Monografi Kecamatan Kotaanyar tahun 2014
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d. Sebelah Barat : Desa Talkandang
Adapun orbitasi jarak dari pusat pemerintahan, Desa Sukorejo
Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo memiliki jarak 2 Km
dari pusat pemerintahan Kecamatan, 44 Km dari pusat pemerintahan
Kabupaten.
Desa Sukorejo terdiri dari tiga dusun, adapun nama-nama dari
dusun tersebut diantaranya®:
1. Dusun kemirian
2. Dusun krajan
3. Dusun karangasem
2. Jumlah Penduduk
Berdasarkan data tahun 2014-2015 bulan april jumlah penduduk
Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo sebanyak
3.572 jiwa. Dengan perincian 1.755 berjenis kelamin laki-laki dan
1.817 berjenis kelamin perempuan. Seperti dalam tabel berikut ini.*
Tabel 1

Komposisi Jumlah penduduk dari jenis kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah
1 Laki-laki 1.755
2 Perempuan 1.817

Jumlah Total 3.572

*Sumber Kasi Pemerintahan
*Data Penduduk desa Sukorejo Tahun 2014-2015
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Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk Desa Sukorejo
Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo keseluruhannya
sebanyak 3.572 jiwa, dengan mayoritas kaum perempuan lebih banyak
dari kaum laki-laki.

3. Keagamaan

Penduduk Desa Sukorejo rata-rata beragama islam. Hal ini
diketahui dari data yang diperoleh dari kantor Desa, bahwa masyarakat
yang beragama islam berjumlah 3.565 jiwa, kristen 7 jiwa, dari 3.572
jumlah penduduk. Sedangkan untuk penganut agama lain masih belum
ada®. Walaupun mayoritas masyarakat beragama islam, akan tetapi jika
peneliti tinjau dari segi lapangan mayoritas masyarakat hanya sebatas
islam tingkat awam, hal ini dapat dibuktikan dengan kentalnya tradisi
leluhur yang masih dipercaya masyarakat sebagaimana tradisi lakon
dhinah ini yang mana tradisi tersebut adalah sebagai syarat pernikahan.
Adapun mengenai jumlah sarana atau tempat peribadatan yang ada di
Desa Sukorejo ini ada 4 buah masjid dan 32 buah musholla.®
4. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan keadaan pendidikan Desa Sukorejo dapat diketahui

pada tabel berikut:

*Data desa Sukorejo Tahun 2014-2015
®Kecamatan Kotaanyar Tahun 2014
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Tabel 2

Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Sukorejo

No Pendidikan Jumlah
1. Tidak/Belum Sekolah 762
2. Jenjang Pendidikan SD 1.026
&) Jenjang Pendidikan SMP 206
4. Jenjang Pendidikan SMA 59

5. Jenjang Pendidikan Perguruan Tinggi 15

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa masyarakat Desa
Sukorejo ini masih kurang baik. Hal ini ditandai dengan adanya
penduduk yang masih sangat sedikit dalam menyelesaikan
pendidikannya sampai ke tingkat perguruan tinggi. Data ini
menunjukkan bahwa sumberdaya manusia penduduk Desa Sukorejo
dalam hal pendidikan masih tergolong rendah.

5. Mata Pencaharian’

Masyarakat Desa Sukorejo memiliki mata pencaharian yang

beraneka ragam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

"Kecamatan Kotaanyar Tahun 2014
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Tabel 3

Mata Pencaharian Penduduk Desa Sukorejo

No Mata Pencaharian Jumlah
1 Karyawan 25

2 Pedagang 70

3 Petani 1405
4 Pertukangan 2

5 Buruh Tani 143
6 Pensiun 8

7 Jasa 89

8 Lain-lain 1286

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk Desa
Sukorejo ini memiliki mata pencaharian yang bermacam-macam. Akan
tetapi mayoritas masyarakat desa sukorejo memiliki mata pencaharian
sebagai petani.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian empiris yang mana sumber data
yang digunakan yaitu:

1. Data primer. Adapun sumber data primer yaitu data yang

diperoleh secara langsung dari para informan mengenai suatu

fakta-fakta yang terjadi. Jadi untuk mendapatkan data ini



50

peneliti melakukan wawancara langsung kepada pelaku
pernikahan, kepala desa dan sesepuh desa (tokoh masyarakat)
tersebut vaitu tentang tradisi lakon dhinah sebagai syarat
pernikahan di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten
Probolinggo.

Adapun sumber informannya sebagai berikut:

1) Kepala Desa : Pak Hazin

2) Tokoh Masyarakat : Pak Syamsuddin
3) Masyarakat : Arifin

4) Masyarakat : Rosyidah

Data sekunder. Data ini merupakan data pelengkap yang

nantinya akan dikorelasikan atau dihubungkan dengan data

primer. Adapun data sekunder yang dijadikan peneliti sebagai

bahan rujukan ialah dengan cara mempelajari berbagai teori

dalam buku yang membahas tentang pernikahan, seperti

literatur-literatur mengenai perkawinan. Antara lain:

a) Sayyid Sabiq, Figh As-Sunnah, Juz Il

b) Sayyid Muhammad Rihdui, Perkawinan dan Seks dalam
Islam.

¢) Wahbah al-Zuhaily, al-Figh al-Islam wa ‘Adilatuhu Juz IX,

d) Abdu al-Rahman al-Jaziri, al-Figh ‘ala al-Mazahib al-
Arbaah juz V

e) Muhammad Abu Zahra, al-ahwal al-syakhsiyah
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f) Abd. Rahman Ghazaly, Figh Munakahat
3. Data tersier. yaitu data penunjang yang memberi petunjuk dan
penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder,
diantaranya adalah kamus dan ensiklopedi®, yang nantinya
digunakan bila diperlukan.
E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimaksudkan sebagai alat dan cara untuk
mengumpulkan data supaya data yang dihasilkan tersusun secara
sistematis. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah:

1. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan
responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam
hubungan tatap muka, sehingga gerak-gerik responden merupakan pola
media yang melengkapi kata-kata secara verbal.’

Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam
dengan menggunakan kisi-Kisi pertanyaan yang diajukan kepada informan.
Dalam wawancara, penulis merupakan instrumen utamanya karena penulis
menyampaikan pertanyaan sesuai dengan kebutuhannya dan merekam
jawaban sebagai data penting. Dalam wawancaranya, peneliti
mewawancarai pelaku pernikahan, kepala desa dan sesepuh di desa (tokoh

masyarakat). Oleh karena itu, peneliti disini mengambil 12 orang

®Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), h.114
W. Gulo, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Grasindo, 2002), h. 119.
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informan, dimana 4 orang informan yang peneliti tulis informasinya dalam

penelitian ini. Adapun identitas informannya sebagai berikut:

No Nama Pekerjaan Dusun

1. Syamsuddin Petani Kemirian
2 Hazin Kepala Desa Krajan

&) Arifin Karyawan Karangasem
4. Rosyidah Ibu Rumah tangga Krajan

2. Dokumentasi

Dokumentasi ini adalah metode pencarian dan pengumpulan data
mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku,
agenda, dan sebagainya,'® yang ada hubunganya dengan tema penelitian.

Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan
dengan tradisi lakon dhinah sebagai syarat pernikahan yang terdapat
didesa sukorejo kecamatan kotaanyar kabupaten probolinggo. Serta data-
data lain yang berhubungan dengan pokok penelitian.

Adapun sifat dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini
adalah dokumen eksternal, yaitu dokumen yang dikumpulkan dari hasil
wawancara tentang tradisi lakon dhinah sebagai syarat pernikahan di Desa

Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo.

Osaharsimi Arkanto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta,
2002), h. 206.
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F. Metode Pengolah Data

Untuk mempermudah memahami data yang diperoleh, supaya data
dapat terstruktur secara rapi dan sistematis, maka memerlukan tahapan
untuk pengolahan datanya. Diantara tahapan-tahapan tersebut ialah:

1. Edit

Proses edit adalah meneliti kembali catatan peneliti untuk
mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera
dipersiapkan untuk keperluan proses selanjutnya.'! Pada tahap ini, peneliti
melakukan pemeriksaan terhadap data-data yang diperoleh melalui proses
wawancara. Tujuannya ialah untuk memperbaiki kalimat dan Kkata,
memberi keterangan tambahan, membuang keterangan yang berulang-
ulang atau tidak penting sehingga data yang dihasilkan akan relevan dan
valid.

2. Klasifikasi

Mereduksi data yang telah ada dengan cara menyusun dan
mengklasifikasikan data yang diperoleh kedalam model tertentu atau
permasalahan tertentu untuk mempermudah pembacaan dan pembahasan
sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3. Verifikasi

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin
validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara

menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara

1K oentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Bina Aksara, 2002), h. 206.
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dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang di
informasikan olehnya atau tidak.

4. Analisis data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis deskriptif-kualitatif. Deskriptif-kualitatif adalah salah satu metode
analisis dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena
dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori
untuk memperoleh kesimpulan.’> Dalam menganalisis data ini, peneliti
berusaha menggambarkan fenomena tentang latar belakang tradisi lakon
dhinah sebagai syarat pernikahan di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar
Kabupaten Probolinggo.

5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan pengambilan hasil akhir dari suatu proses
penulisan yang menghasilkan suatu jawaban. Pada tahap ini, peneliti
membuat kesimpulan atau poin-poin penting yang kemudian
menghasilkan gambaran secara jelas, ringkas, dan mudah dipahami
tentang tradisi lakon dhinah sebagai syarat pernikahan di Desa Sukorejo

Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo.

12| exy J Moleong, Metodologi Penelitian, h. 3-6.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Lakon Dhinah Sebagai Syarat
Pernikahan
1. Lakon dhinah Sebagai Syarat Pernikahan dalam Perspektif Syarat
yang disyaratkan dalam Pernikahan.

Selain syarat yang sudah ditetapkan oleh beberapa Mazhab, salah satu
calon diperbolehkan mengajukan sebuah syarat kepada pasangannya, calon
pengantin pria mengajukan syarat kepada calon pengantin wanita, atau
sebaliknya calon pengantin wanita mengajukan syarat kepada calon
pengantin pria.!

Pada dasarnya, hukum mengajukan syarat kepada calon pasangannya
adalah mubah, artinya para calon yang akan melangsungkan pernikahan
boleh mengajukan syarat atau tidak. Namun bila syarat yang diajukan telah
disetujui, maka wajib untuk memenuhinya.? Lebih-lebih apabila syarat yang
diajukan tersebut masih berkaitan dengan perkawinan. Hal ini ditegaskan

dalam sebuah hadits yang berbunyi:

QVJJ,W*”MQL;%&;BTJ/Q;:M@;

Al-Zuhaily, al-Figh al-Islam wa ‘Adilatuhu h. 6540.
2Al-Zuhaily, al-Figh al-Islam wa ‘Adilatuhu, h. 6541.
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Artinya: “dari Ugbah bin Amir, syarat yang lebih patut untuk dipenuhi
yaitu perjanjian yang menyebabkan halalnya kemaluan perempuan 3

Seperti yang telah diungkap di muka, bahwa masing-masing pihak
diperbolehkan mengajukan syarat kepada pihak yang lain. Mengingat
konteknya adalah pernikahan, maka syarat tersebut diajukan oleh calon
pengantin pria kepada calon pengantin wanita, atau sebaliknya. Yang
dimaksud dengan syarat yang disyaratkan dalam pernikahan adalah sesuatu
yang disyaratkan oleh salah satu calon pengantin kepada calon
pasangannya.*

Meski demikian, tidak semua hal boleh dijadikan syarat dalam
pernikahan. Sesuatu yang diperbolehkan untuk dijadikan syarat dalam
pernikahan hanya hal-hal yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan
maksud dari pernikahan, yaitu bersetubuh. Hal ini ditegaskan dalam sebuah

hadits:

M Tea §% @ 02 o ~ ,,,/.)c 5 0% ° o~ o o- 20 g0,c 72“,
Y JJWJ ol jods S a4l G m}r’-“ u}pd 9~ Al L 2y s Was

s st T W0 i Ba ) agbis e O3alal 36

Artinya: “dicritakan kepada kami dari katsir bin Abdullah bin Amr bin ‘Auf
al-Muzanni dari bapaknya dari kakenya, bahwa Rasullah bersabda, orang
Islam itu terikat dengan syarat yang mereka buat kecuali syarat tadi

menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal =

Abi Husain Muslim, Sahih Muslim, h. 172.
*Al-Zuhaily, al-Figh al-Islam wa ‘Adilatuhu, h. 6540.
Tirmizi, Jami’ at-Tirmizi, h. 626.
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Apabila syarat yang disyaratkan oleh pasangannya itu telah disetujui,
maka wajib untuk memenuhinya. Untuk syarat yang sah, wajib bagi pihak
yang dikenai syarat tersebut untuk memenuhinya. ® kewajiban pemenuhan
isi perjanjian ini diungkap dalam surat al-Ma’idah ayat 1:

=
-85

[ R gm0 }sfo _ .4,4 s
25320, 15351 5:als TR0 Ll

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad itu.’

Apabila pada masa berlangsungnya pernikahan calon yang
menyanggupi Syarat yang diajukan oleh pasangannya melakukan
pelanggaran atas isi perjanjian tersebut, maka pihak yang dirugikan boleh
menjadikannya sebagai alasan untuk fasakhnya nikah jika ia
menginginkannya. Hal ini dikarenakan pada saat terjadinya pelanggaran,
perceraian tidak langsung jatuh dengan sendirinya, melainkan hanya
dijadikan alasan untuk fasakhnya nikah.®

Syarat tersebut diucapkan bersamaan dengan ijab atau gabul. ° Yang
dimaksud dengan ijab adalah ucapan pertama, baik dari pihak laki-laki
maupun pihak perempuan atau dari wali masing-masing calon, sebagai
isyarat terhadap relanya untuk melangsungkan pernikahan. Sedangkan
gabul ialah jawaban (ucapan kedua) dari pihak laki-laki maupun perempuan

atau wali dari kedua sebagai isyarat kerelaan terhadap apa yang diucapkan

®Al-Zuhaily, al-Figh al-Islam wa ‘Adilatuhu, h. 6541.
’QS. Al-Maidah (5):1

8Al-Zuhaily, al-Figh al-Islam wa ‘Adilatuhu, h. 6549.
SAl-Zuhaily, al-Figh al-Islam wa ‘Adilatuhu, h. 6549.
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dalam ijab.*® Dengan demikian, syarat yang disyaratkan dalam pernikahan
tersebut dibarengkan kepada lafadz ijab atau pun lafadz gabul.

Dari uraian di atas, bila syarat yang disyaratkan dalam pernikahan
dikaitkan dengan kecocokan lakon dhinah maka akan muncul kesimpulan-
kesimpulan sebagai berikut:

a. Secara praktik, lakon dhinah yang pensyaratannya dilakukan ketika
sebelum akad nikah bukanlah merupakan syarat yang disyaratkan
dalam pernikahan. Mengingat syarat yang disyaratkan dalam
pernikahan dibarengkan dengan akad nikah dan pemenuhannya
dilakukan setelah akad berlangsung.

b. Dari sudut pandang implikasi terhadap pelanggarannya, jika syarat
itu tidak dipenuhi setelah adanya kesanggupan dari pihak yang
diberi syarat, maka pihak yang mengajukan syarat bisa
mejadikannya sebagai alasan untuk fasakhnya nikah apabila ia
menginginkannya. Hal ini dikarenakan pada saat terjadinya
pelanggaran, perceraian tidak langsung jatuh dengan sendirinya,
melainkan hanya dijadikan alasan untuk fasakhnya nikah.
Sedangkan lakon dhinah apabila dilanggar, tidak memiliki
konsekuensi hukum, yang ada hanyalah konsekuensi yang bersifat
spekulatif yang harus diterima oleh rumah tangga kedua mempelai

yang mengabaikan lakon dhinah, yaitu berupa hal-hal yang tidak

¥asanain, Ahkam al-Usrah al-Islamiyati, h. 98.
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diinginkan akan menimpa rumah tangga kedua mempelai, seperti
akan terjadi pertengkaran dan susahnya mencari rezeki.

Dari hal-hal  tersebut menunjukkan bahwa jika ditilik melalui
perspektif syarat yang disyaratkan dalam pernikahan, lakon dhinah sebagai
syarat pernikahan adalah tidak sah, karena dilakukan tidak pada waktu akad
nikah. Selain itu dalam syarat yang disyaratkan dalam pernikahan, implikasi
yang ditimbulkan bila pihak yang telah menyanggupinya tidak
memenuhinya, maka pihak yang dirugikan boleh menjadikannya sebagai
alasan untuk fasakhnya nikah. Berbeda dengan lakon dhinah yang apabila
diabaikan hanya memiliki konsekuensi non hukum, yaitu rumah tangga
kedua mempelai akan ditimpa hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Lakon dhinah Sebagai Syarat Pernikahan dalam Perspektif Kafa’ah

Dalam kajian bahasa, kata kafa’ah sendiri ditulis dengan 3+l yang
memiliki makna 35l afildll Sl dan s:U4Sll yang kesemuanya itu
memiliki makna kesamaan dan kesepadanan.'' Kata s+l merupakan
bentuk masdar dari fi’il madi dari ES yang selain kata di atas juga memiliki
bentuk masdar 4G yang sama-sama memiliki makna sama atau
persamaan.’® Sedangkan dalam istilah Hukum Islam, kafa’ah merupakan
kesepadanan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam hal-hal

tertentu.*®

Ysayyid Sabig, Figh As-Sunnah, h. 209.

2Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir, (Surabaya: Cet; XIV Pustaka Progresif, 1997) h.
1216.

3Al-Jaziri, al-Figh ‘ala al-Mazahib al-Arbaah, h. 47.
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Adanya kata “laki-laki dengan seorang perempuan” mengindikasikan
bahwa yang dituntut untuk mewujudkan kesepadanan tersebut adalah pihak
laki-laki terhadap pihak perempuan. Dengan kata lain, hal-hal yang
berkaitan dengan laki-laki tersebut yang dipertimbangkan, apakah memiliki
kesepadanan dengan pihak perempuan atau tidak. Hal-hal yang berkaitan
dengan seorang perempuanlah yang menjadi patokan kesepadanan seorang
laki-laki. Bukan sebaliknya.* Kesepadanan antara seorang laki-laki dengan
seorang perempuan tersebut hanya meliputi beberapa hal saja, yaitu: nasab,

Islam, kemerdekaan, harta, agama dan pekerjaan.*

apabila pihak-pihak
yang berkepentingan menginginkan kafa’ah, maka kafa’ah hanya wajib
dipenuhi sebelum pernikahan dilangsungkan, tidak setelah pernikahan
dilangsungkan.*®

Kafa’ah  memiliki  kedudukan tersendiri dalam pembahasan
pernikahan. Ulama’ mazhab Hanafiyah sendiri merinci kedudukan kafa’ah
dalam pernikahan menjadi tiga bagian. Terkadang kafa’ah menjadi Syarat
sihhah bagi sebuah pernikahan, terkadang menjadi syarat luzum dalam
sebuah pernikahan dan terkadang pula menjadi syarat nufudz bagi sebuah
pernikahan yang memiliki implikasi tertentu seperti ketidaksahan akad

nikah, adanya hak pencegahan dan upaya fasakhnya nikah bagi calon

pengantin perempuan maupun walinya.’

YAl-Zuhaily, al-Figh al-1slam wa ‘Adilatuhu, h. 6744.
>Abu Zahra, al-ahwal al-syakhsiyah, h. 136.

Al-zuhaily, al-Figh al-Islam wa ‘Adilatuhu, h. 6745.
Y Al-zuhaily, al-Figh al-Islam wa ‘Adilatuhu, h. 6741.
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Dari pemaparan secara singkat mengenai kafa’ah yang meliputi
pengertian, pihak-pihak yang berkewajiban memenuhi kafa’ah, waktu
pemenuhan kafa’ah, hal-hal yang dipertimbangkan sebagai kafa’ah serta
kedudukan kafa’ah dalam pembahasan pernikahan berserta implikasinya,
apabila dihubungkan dengan kecocokan lakon dhinah, dapat disimpulkan
bahwa:

a. Secara definitif kafa’ah memiliki makna 3 sbuall, Alilaall, eall dan sl
yang kesemuanya mempunyai arti kesamaan dan kesepadanan. Dalam
istilah Hukum Islam, kafa’ah merupakan kesepadanan seorang laki-laki
dengan seorang perempuan dalam hal-hal tertentu. Berbeda dengan
tradisi lakon dhinah yang mencocokkan hari lahir dan pasaran jawa
dengan rumusan lakon dhinah yang tidak menuntut adanya kesamaan.
Dari sudut pandang ini, lakon dhinah tidak dapat dipandang sebagai
kafa’ah.

b. Dalam kafa’ah, pihak yang dituntut untuk mewujudkan kesepadanan
tersebut adalah pihak laki-laki terhadap pihak perempuan. Dengan kata
lain, hal-hal yang berkaitan dengan laki-laki tersebut yang
dipertimbangkan, apakah memiliki kesepadanan dengan pihak
perempuan atau tidak. Dan hal-hal yang berkaitan dengan seorang
perempuanlah yang menjadi patokan kesepadanan seorang laki-laki.
Bukan sebaliknya. Hal ini sama dengan kecocokan lakon dhinah, dimana

lakon dhinah calon pengantin pria disyaratkan harus cocok dengan lakon
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dhinah calon pengantin wanita. Dalam sudut pandang tersebut, lakon
dhinah dapat dikatakan sebagai kafa 'ah.

. Waktu dipertimbangkannya kafa’ah adalah sebelum akad nikah
dilaksanakan apabila pihak-pihak yang berkepentingan menginginkan
pertimbangan kafa’ah. Sama halnya dengan kecocokan lakon dhinah
dipertimbangkan sebelum akad nikah dilaksanakan. Dalam sudut
pandang ini pun kecocokan lakon dhinah dapat dikatakan sebagai
kafa’ah.

. Kafa’ah merupakan kesepadanan seorang laki-laki dengan seorang
perempuan dalam hal-hal tertentu. Kesepadanan antara seorang laki-laki
dengan seorang perempuan tersebut hanya meliputi beberapa hal saja,
yaitu: nasab, Islam, kemerdekaan, harta, agama dan pekerjaan.
Sedangkan dalam lakon dhinah, yang dipertimbangkan adalah hari lahir
dan pasaran jawa calon pengantin laki-laki dan perempuan yang
kemudian dicocokkan dengan hitungan dalam rumusan lakon dhinah .
Lakon dhinah tidak termasuk dalam hal-hal yang dipertimbangkan
sebagai kafa’ah. Oleh karena itu, dalam sudut pandang ini lakon dhinah
tidak dapat dikategorikan sebagai kafa 'ah.

. Dalam pernikahan, kafa’ah berkedudukan sebagai syarat nikah baik
sebagai syarat nufudz bagi sebuah pernikahan yang memiliki implikasi
tertentu seperti tidak sahnya akad nikah, adanya hak pencegahan dan
upaya fasakhnya nikah bagi calon pengantin perempuan maupun

walinya. Sedangkan lakon dhinah, meski menjadi syarat nikah dalam
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tradisi masyarakat desa Sukorejo, namun secara hukum tidak memiliki
sebuah implikasi. Hal ini terlihat dari adanya dampak yang ditimbulkan
apabila lakon dhinah tidak dipenuhi dalam sebuah pernikahan, maka
akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menimpa rumah tangga kedua
mempelai. Hal ini mengindikasikan bahwa pernikahan tetap terlaksana
dan secara hukum tidak batal namun rumah tangga tersebut ditimpa hal-
hal yang tidak diinginkan.

Kelima hal tersebut memberikan pemahaman bahwa dalam sudut
pandang pihak yang dituntut dan waktu pemenuhan kafa’ah, lakon dhinah
memiliki kesamaan dengan kafa ’ah. Namun dalam sudut pandang definitif,
hal-hal yang dipertimbangkan sebagai kafa’ah dan kedudukan serta
implikasinya dalam pernikahan, lakon dhinah tidak memiliki kesamaan
kafa’ah.

Meski dalam tradisi lakon dhinah memiliki beberapa faktor kesamaan
dengan kafa’ah, namun kesamaan itu hanya terletak dalam hal-hal
permukaan saja, bukan hal yang bersifat mendasar. Justru dalam hal yang
bersifat mendasar, faktor dalam lakon dhinah tidak memiliki kesamaan
dengan kafa’ah. Dengan demikian, lakon dhinah tetap tidak bisa dikatakan
sebagai kafa’ah meskipun dalam beberapa faktor memiliki kesamaan.

B. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tradisi Lakon
Dhinah Sebagai Syarat Pernikahan
Lakon dhinah merupakan sebuah istilah yang dipakai oleh masyarakat

setempat untuk sebuah rumusan yang berkaitan dengan hari lahir dan
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pasaran jawa. Dalam penghitungan lakon dhinah, hari lahir dan pasaran
jawa calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan yang
diperhitungkan. Apakah hari lahir dan pasaran jawa calon pengantin laki-
laki dengan calon pengantin perempuan cocok atau tidak. Apabila cocok,
maka pernikahan dapat dilangsungkan. Sebaliknya. Apabila dalam hitungan
lakon dhinah tidak cocok, maka pernikahan tidak dapat dilangsungkan.*®

Seperti yang dikatakan oleh bapak Syamsuddin yang merupakan salah
satu tokoh masyarakat Desa Sukorejo bahwa salah satu hal yang menjadi
pertimbangan pihak perempuan ketika pihak laki-laki ingin menikahinya,
pihak keluarga perempuan memberikan syarat harus cocok dalam hitungan
lakon dhinah. Jika antara pria dan wanita ada kecocokan dalam hal lakon
dhinah, maka ada kemungkinan untuk diterima. Namun jika sudah tidak ada
kecocokan dalam hal hitungan lakon dhinah antara keduanya, sudah pasti
pernikahan tidak dapat dilaksanakan.

Dalam hitungan lakon dhinah, hari yang dipakai sama dengan hari
yang ada dalam kalender masehi, yaitu hari sabtu, minggu, senin, selasa,
rabu, kamis dan jum’at. Sedangkan pasarannya juga sama dengan yang ada
dalam kalender jawa, yaitu kliwon, legi, pahing, pon, dan wage.?’

Akan tetapi, dalam rumusan hitungan lakon dhinah, setiap hitungan
hari dan pasaran memiliki nilai angka tertentu. Dimana nilai tersebut
nantinya akan dicocokkan dengan rumusan dalam hitungan lakon dhinah.

Adapun nilai hari dalam hitungan lakon dhinah ialah sebagai berikut:

8syamsuddin, Wawancara (Sukorejo, 13 februari 2015).
YAl-zuhaily, al-Figh al-Islam wa ‘Adilatuhu, h. 6741.
2gyamsuddin, Wawancara (Sukorejo, 13 februari 2015).



Tabel 4

Hitungan Lakon Dhinah

No Hari Nilai
1 | Sabtu 9
2 | Minggu 5
3 | Senin 4
4 | Selasa 3
5 | Rabu 7
6 | Kamis 8
7 | Jum’at 6

Sedangkan nilai pasaran jawa dalam hitungan lakon dhinah:

No Hari Nilai
1 | Kliwon 8
2 | Legi 5
3 | Pahing 9
4 | Pon 7
5 | Wage 4

Dan rumusan lakon dhinah sendiri ialah sebagai berikut:

No Lakon dhinah Nilai

1 Bayo 16
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2 Letang 14
3 Aras 12
4 Sarngingi 15
5 Bulen 13
6 Paksi 11
7 Angin 9
8 | Bumih 8
9 Genirajah 18
10 | Geni kenik 7
11 | Gunung 10
12 | Apoi 177

Sedangkan alasan dari lakon dhinah sendiri, apakah dapat
melangsung pernikah atau tidak, ialah sebagai terlampir pada tabel 5

makna lakon dhinah sebagai berikut:?

No | Lakon Dhinah Makna

1 | Bayo dengan Air dengan air akan sama-sama menghanyutkan,
bayo tidak bisa melangsungkan pernikahan.

2 | Bayo dengan Letang atau bintang merupakan perwujudan dari dari
letang sebuah keindahan. Sifat air yang menghanyutkan

akan dihiasi oleh keindahan bintang.mata tetap bisa
melaksanakan pernikahan
3 | Bayo dengan Avras itu tinggi tidak akan digoyahkan oleh air. Maka

aras boleh melangsungkan pernikahan
4 | Bayo dengan Matahari bisa memberikan sinar yang derang
sarngingi benderang. Meski sifat air merusak, namun bisa

melaksanakan pernikahan
5 | Bayo dengan Bulan itu menyinari dan memberi penerangan.

?!syamsuddin, Wawancara (Sukorejo, 13 februari 2015).
22gyamsuddin, Wawancara (Sukorejo, 13 februari 2015).
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bulen Sementara air bisa memberikan kesejahteraan.
Walaupun airnya besar dan membahayakan tetap bisa
dipandu oleh sinar bulan. Maka bisa melaksanakan
pernikahan, namun lebih baik dihindari.
6 | Bayo dengan Paksi merupakan perwujudan dari sifat jejek atau
paksi konsisten. Meski air bisa menghanyutkan, namun
tidak akan mampu menghanyutkan sesuatu yang jejek
atau konsisten.
7 | Bayo dengan Air itu bisa merusakkan, sedangkan angin juga
angin begitu. Maka tidak bisa melangsungkan pernikahan
8 | Bayo dengan Bumi itu tidak begitu kokoh, namun rendah hati.
bumih Bumi bisa mengontrol sifat perusak pada air. Maka
tetap bisa melangsungkan pernikahan. Namun lebih
baik dihindari.
9 | Bayo dengan Geni rajeh merupakan sesuatu yang pada akhirnya
geni rajeh menimbulkan sesuatu yang besar. Air yang sifatnya
liar, akan lari ke hilir dan dapat ditampung bila
hilirnya besar
10 | Bayo dengan Kebalikan dari geni rejeh. Akhirannya menimbulkan
geni kenik sesuatu yang kecil. Hilirnya tidak mampu
menampung air. Maka tidak bisa melaksanakan
pernikahan.
11 | Bayo dengan Gunung itu sangat kokoh. Tidak bisa digoyahkan
gunung oleh air. Maka boleh menikah
12 | Bayo dengan Bila api membara, maka air bisa memadamkan. Maka
apoi boleh melangsungkan pernikahan
13 | Letang dengan | Bintang akan tambah bersinar bila bersandingan
letang dengan sesama bintangnya. Maka bisa
melangsungkan pernikahan
14 | Letang dengan | Aras merupakan tempat yang tinggi. Tempat yang
aras tinggi akan menjadi lebih baik bila dihiasi dengan
sinar bintang. Maka bisa melangsungkan pernikahan
15 | Letang dengan | Sinar bintang akan lebih benderang bila diterpa sinar
sarngingi matahari. Matahari akan mampu membuat bintang
lebih bersinar. Maka bintang dan matahari bisa
bersandingan dan boleh melangsungkan pernikahan.
16 | Letang dengan | Sama halnya ketika bintang disandingkan dengan
bulen matahari, ketika disandingkan dengan bulan juga
akan tambah bersinar. Maka dapat melangsungkan
pernikahan
17 | Letang dengan | Sinar dan keindahan bintang akan menjadi konsisten
paksi dan isitigomah bila ditopang oleh sifat yang
konsisten. Maka tetap bisa melaksanakan pernikahan
18 | Letang dengan | Sama halnya seperti air, sifat liar angin akan diterangi

angin

dan dihiasi oleh bintang. Bintang akan mengarahkan
angin dengan sinarnya. Maka dapat melangsungkan
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pernikahan
19 | Letang dengan | Keindahan sinar bintang akan lebih bermakna bila
bumih disandingkan dengan sifat rendah hati yang
dilambangkan dengan bumi. Maka bisa
melangsungkan pernikahan.
20 | Letang dengan | Geni rajeh yang memiliki makna memiliki akhir yang
geni rajeh besar, akan menjadi lebih baik bila dihiasi dengan
sinar bintang Maka dapat melangsungkan pernikahan
21 | Letang dengan | Geni kenik yang memiliki makna akhir yang kecil,
geni kenik walau pada awalnya besar. Tapi pada akhirnya kecil.
Meski usahanya terkesan besar namun hasilnya kecil.
Sinar bintang kurang mampu menutupi kelemahan
tersebut. Maka dapat melangsungkan pernikahan
22 | Letang dengan | Bintang yang memiliki keindahan pada sinarnya akan
gunung menjadi lebih agung bila disandingkan dengan
gunung yang menjadi perlambangan dari kekokohan.
Maka dapat melangsungkan pernikahan.
23 | Letang dengan | Sifat membakar api tidak akan bisa dihentikan hanya
apoi dengan sinar bintang yang kecil. Artinya, bintang
tidak mampu bersandingan dengan api. Maka tidak
boleh menikah
24 | Aras dengan Sama-sama tinggi, sama-sama bisa saling mendukung
aras untuk bisa lebih baik. Maka bisa melangsunkan
pernikahan
25 | Aras dengan Matahari memiliki sinar yang derang benderang,
sarngingi sinarnya akan lebih bermakna bila berada di tempat
yang tinggi, maka baik bila pernikahan disandingkan.
26 | Aras dengan Avras itu tinggi, dan bulan selain tinggi juga bersinar.
bulen Maka baik untuk melangsungkan pernikahan.
Ketinggian yang ditopang oleh sinar terang
bernderang
27 | Aras dengan Kemulyaan aras akan tetap terjaga bila disandingkan
paksi dengan paksi yang konsisten. Maka bisa
melaksanakan pernikahan
28 | Aras dengan Aras itu tinggi, namun semakin tinggi tempat,
angin anginnya semakin besar. Maka meski tinggi, namun
cobaannya juga semakin tinggi. Hal ini tidak boleh
melangsungkan pernikahan
29 | Aras dengan Aras itu tinggi. Terkadang orang lupa kalau dalam
bumih keadaan tinggi. Maka harus bersandingan dengan
yang rendah, yaitu bumi agar tidak lupa pada yang
dibawah. Artinya, bumi menjadi penyeimbang aras.
Maka dapat melangsungkan pernikahan
30 | Aras dengan Aras yang memiliki tempat yang tinggi dan

geni rajeh

kemulyaan akan mendukung geni rajeh yang
memiliki akhiran yang besar. Maka bisa
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melaksanakan pernikahan.

31 | Aras dengan Geni kenik yang bila melakukan apa-apa hanya akan

geni kenik berakhir dengan sesuatu yang kecil, maka diharapkan
aras bisa memberikan kemulyaannya. Boleh
melaksanakan pernikahan, namun lebih baik
dihindari.

32 | Aras dengan Ketinggian sebagai perlambangan dari kemulyaan
gunung bila disandingkan dengan kekokohan yang menjadi

perlambangan keteguhan pendirian akan
menimbulkan sesuatu yang hebat. Maka bisa
melangsungkan pernikahan

33 | Aras dengan Semakin tinggi, angin semakin besar. Hal ini tidak
apoi baik untuk api. Karena api juga akan membesar. Bila

demikian, maka pernikahan tidak bisa dilangsungkan

34 | Sarngingi Sinar matahari mampu menerangi orang
dengan lain.menuntun orang dari kegelapan menuju ke
sarngingi tempat yang terang. Bila matahari bersanding dengan

matahari maka akan lebih terang. Maka bisa
melaksanakan pernikahan

35 | Sarngingi Begitu juga bila disandingkan dengan bulan. Akan
dengan bulen menghasilkan cahaya yang lebih terang benderang.

Maka bisa melaksanakan pernikahan.

36 | Sarngingi Sinar matahari yang mampu menyinari orang lain

dengan paksi akan lebih berarti bila sinar itu disandingkan dengan
paksi yang akan membuat sinar itu konsisten. Maka
bisa melaksanakan pernikahan.

37 | Sarngingi Sifat angin yang merusak diharapkan mampu
dengan angin dikontrol oleh sinar matahari. Bisa melaksanakan

pernikahan, namun lebih baik dihindari.

38 | Sarngingi Sinar matahari yang mampu menerangi yang lain
dengan bumih | akan lebih mulia bila bersandingan dengan bumi

yang rendah hati. Bila matahari akan mulai congkak,
diharapkan bumi mampu mengimbangi dengan sifat
rendah hatinya. Maka bisa melaksanakan pernikahan

39 | Sarngingi Matahari yang memiliki sinar yang bisa menuntun
dengan geni orang lain akan mendukung geni rajeh yang
rajeh memiliki akhiran yang besar. Maka bisa

melaksanakan perikahan.

40 | Sarngingi Geni kenik yang bila melakukan apa-apa hanya akan
dengan geni berakhir dengan sesuatu yang kecil, maka diharapkan
kenik matahari bisa memberikan sinarnya. Boleh

melaksanakan pernikahan, namun lebih baik
dihindari.

41 | Sarngingi Sinar matahari yang bisa menerangi orang lain akan

dengan gunung

didukung oleh kekokohan gunung. Semisal sinar
matahari mulai meredup, maka akan dikokohkan oleh
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gunung. Maka bisa melaksanakan pernikahan

42 | Sarngingi Sifat api yang bisa membakar dan panas diharapkan
dengan apoi bisa dibendung oleh penerangan sinar matahari.
Boleh menikah, namun lebih baik dihindari.
43 | Bulen dengan | Bulan itu menyinari. Maka bila bulan dengan bulan
bulen berkumpul, sinar yang akan dimunculkan akan
semakin benderang. Maka bisa melangsungkan
pernikahan
44 | Bulen dengan | Sinar bulan yang mampu menerangi orang lain, bila
paksi disandingkan dengan paksi, diharapkan sinar bulan
itu tetap konsisten memberikan penerangan pada
orang lain. Maka dapat melangsungkan pernikahan
45 | Bulen dengan | Meskipun anginnya angin ribut dan menimbulkan
angin kerusakan, namun bulan tetap bisa menuntunnya
dengan sinarnya agar tidak menimbulkan kerusakan.
Maka ini bisa melangsungkan pernikahan
46 | Bulen dengan | Bumi sebagai lambang kerendarahan hati bila
bumih ditambah dengan bulan yang mampu menyinari,
maka akan menimbulkan sifat yang amat terpuji. Satu
sama lain bisa mendukung untuk berbuat kebajikan.
Maka bisa melangsungkan pernikahan.
47 | Bulen dengan Bulan yang memiliki sinar yang bisa menuntun
geni rajeh orang lain akan mendukung geni rajeh yang
memiliki akhiran yang besar. Maka bisa
melaksanakan perikahan.
48 | Bulen dengan | Geni kenik yang bila melakukan apa-apa hanya akan
geni kenik berakhir dengan sesuatu yang kecil, maka diharapkan
bulan bisa memberikan sinarnya. Boleh
melaksanakan pernikahan, namun lebih baik
dihindari.
49 | Bulen dengan | Bulan bersinar dan memberikan petunjuk. Sedangkan
gunung gunung itu kokoh. Bisa mengokohkan bulan bila
sinarnya mulai meredup. Maka ini bisa
melangsungkan pernikahan
50 | Bulen dengan | Bila api sudah mau membakar dan menimbulkan
apoi kerugian, maka sinar bulan akan memberikan
penerangan agar ia tidak menjadi sesuatu yang
merugikan. Hal ini bisa melangsungkan pernikahan
51 | Paksi dengan Sesuatu yang konsisten bila bersandingan dengan
paksi yang konisten pula, maka akan menghasilkan sesuatu
yang besar. Kekonsistenannya akan semakin kuat.
Maka bisa melaksanakan pernikahan
52 | Paksi dengan Angin yang merusak, tidak akan mampu terkontrol
angin hanya dengan sifat konsisten. Maka tidak bisa
melaksanakan pernikahan.
53 | Paksi dengan Kerendahan hati akan menjadi lebih baik bila
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bumih

ditopang dengan sifat yang konsisten. Kerendahan
hati itu akan lebih abadi. Maka bisa melaksanakan
pernikahan

54 | Paksi dengan Sifat Kekonsistenan akan menjadikan geni rajeh lebih
geni rajeh bisa menuai hasil yang besar. Maka bisa
melaksanakan pernikahan.
55 | Paksi dengan Hasil akhir dari segala usaha akan kecil. Namun bila
geni kenik tetap konsisten dan teguh pendirian, diharapkan hasil
akhir itu menjadi hal yang besar. Maka bisa
melaksanakan pernikahan
56 | Paksi dengan Kekokohan akan menjadi lebih bermakna bila
gunung disandingkan dengan kekonsistenan. Maka bisa
melaksanakan pernikahan
57 | Paksi dengan Kekonsistenan tidak akan mampu disandingan
apoi dengan api yang mempunyai sifat perusak. Maka
tidak bisa melaksanakan pernikahan.
58 | Angin dengan | Angin itu memiliki potensi untuk merusak. Bila angin
angin bertemu dengan angin maka kerusakan akan semakin
besar. Tidak ada yang berfungsi sebagai pengontrol
maka tidak bisa melangsungkan pernikahan
59 | Angin dengan | Bumi itu tidak begitu kokoh, namun rendah hati.
bumih Bumi bisa mengontrol sifat perusak pada angin.
Maka tetap bisa melangsungkan pernikahan. Namun
lebih baik dihindari.
60 | Angin dengan | Geni rajeh bila melakukan sesuatu hal pada akhirnya
geni rajeh akan menghasilkan sesuatu yang besar. Hal ini akan
dirusak oleh angin bila disandingkan. Maka tidak bisa
melaksanakan pernikahan.
61 | Angin dengan | Sama dengan geni rajeh, geni kenik juga akan dirusak
geni kenik oleh angin. Maka tidak bisa melangsungkan
pernikahan.
62 | Angin dengan | Meski angin bisa merusak, namun gunung akan tetap
gunung kokoh. Tidak bisa dirusak oleh angin. Maka bisa
melangsungkan pernikahan
63 | Angin dengan | Api akan semakin membesar bila diterpa angin. Baik
apoi api maupun angin membutuhkan sesuatu yang bisa
mengontrol keduanya. Maka tidak bisa
melangsungkan pernikahan
64 | Bumih dengan | Bumi sebagai perlambangan dari sifat rendah hati
bumih bila digabungkan dengan sesama buminya akan
menghasilkan sebuah kerendahan hati yang sangat
besar. Sama-sama rendah hati. Maka bisa
melangsungkan pernikahan.
65 | Bumih dengan | Geni rajeh bila melakukan sesuatu hal akan

geni rajeh

menghasilkan akhir yang besar. Maka bumi yang
rendah hati diharapkan mampu mengontrol geni
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rajeh. Maka ini bisa melangsungkan pernikahan.

66 | Bumih dengan | Kerendahan hati semata tidak cukup mengimbangi

geni kenik geni kenik yang bila melakukan suatu hal pada
akhirnya hanya menghasilkan sesuatu yang kecil.
Maka tidak bisa melangsungkan pernikahan.

67 | Bumih dengan | Bumi perlambangan dari kerendahan hati. Sedangkah

gunung gunung lambang kekokohan. Maka kerendahan hati
pada bumi bisa diperkokoh oleh gunung. Maka hal
ini bisa melangsungkan pernikahan

68 | Bumih dengan | Api yang bisa membakar bisa dipadamkan oleh bumi
apoi (debu). Bila api sudah mulai membakar, maka akan

dipadamkan oleh kerendahan hati bumi. Maka bisa
melaksanakan pernikahan.

69 | Geni rajeh Geni rajeh bila disandingkan dengan geni rajeh bila
dengan geni melakukan sesuatu hal, meski kecil, maka akan
rajeh menghasilkan akhir yang besar.

70 | Geni rajeh Geni rejeh berkebalikan dengan geni kenik. Geni
dengan geni rajeh akan mendominasi geni kenik. Bisa
kenik melangsungkan pernikahan.

71 | Geni rajeh Akhir yang besar bisa dicapai akan lebih bermanfaat
dengan gunung | bila disandingkan dengan kekokohan gunung. Maka

bisa melangsungkan pernikahan.

72 | Geni rajeh Akhir yang besar akan hangus menjadi sia-sia bila
dengan apoi dilalap oleh api. Maka tidak bisa melangsungkan

pernikahan.

73 | Geni kenik Geni kenik tidak bisa bersandingan dengan geni
dengan geni kenik. Maka tidak bisa melaksanakan pernikahan.
kenik

74 | Geni kenik Kekohan gunung mampu menjadi jalan keluar dari
dengan gunung | geni kenik. Meski dalam melakukan sesuatu hal yang

pada akhirnya mengehasilkan sesuatu yang kecil,
namun kekokohan gunung bisa menjadi penguat.
Maka bisa melaksanakan pernikahan.

75 | Geni kenik Akhiran yang kecil akan lebih parah bila dibakar oleh
dengan apoi api, maka tidak bisa melangsungkan pernikahan

76 | Gunung Gunung adalah perlambangan dari kekokohan. Bila
dengan gunung | dua gunung berkumpul, maka akan memunculkan

kekokohan. Hal ini bisa menjadi penopang satu sama
lain. Maka bisa melangsungkan pernikahan

77 | Gunung Meski api bisa merusakkan, namun tidak bisa
dengan apoi merusakkan gunung. Gunung akan tetap kokoh meski

terbakar oleh api. Gunung akan mengontrol sifat
merusak api. Maka bisa melangsungkan pernikahan

78 | Apoi dengan Api memiliki sifat merusak. Sifat merusak ini akan
apoi diperparah bila api itu membesar dengan tambahan

api yang lain. Api membutuhkan hal yang
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mangontrol sifat merusaknya. Maka tidak bisa
melangsungkan pernikahan

Bapak Hazin selaku kepala desa mengungkapkan bahwa, kecocokan
lakon dhinah antara calon mempelai pria dan wanita penting untuk
dipertimbangkan. Kemampuan menghitung lakon dhinah merupakan
kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada kita guna berikhtiyar dalam
hal pernikahan, yaitu dalam memilih pasangan hidup, yang hitungan lakon
dhinahnya cocok antara calon pria dan calon wanita.?

Apabila kecocokan lakon dhinah tersebut diabaikan ketika akan
melaksanakan pernikahan, seperti yang dikemukakan oleh bapak Hazin
selaku kepala desa, maka akan berakibat terhadap rumah tangga pria dan
wanita yang dalam perkawinannya mengabaikan hitungan lakon dhinah.
Apabila hitungan lakon dhinah diabaikan, maka rumah tangga tersebut akan
ditimpa hal-hal yang tidak diinginkan, seperti “sak katorok” (saku bolong),
yaitu sebuah istilah yang artinya meskipun sudah bekerja keras, namun tidak
ada hasil yang bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Hidup selalu ditimpa
kekurangan dalam hal materi. Atau terkadang antara suami dan istri tidak
pernah akur, selalu bertengkar.?*

Hal senada juga diungkap oleh Arifin selaku pelaku pernikahan yang
dipertimbangkan kecocokan lakon dhinah sebelum menikah. Baginya
kecocokan lakon dhinah merupakan ikhtiar manusia terhadap takdir Tuhan.

Meski dia tidak tahu secara pasti kenapa sebelum menikah harus

»Hazin, Wawancara (Sukorejo, 28 Mei 2015).
**Hazin, Wawancara (Sukorejo, 28 Mei 2015).
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mengetahui hari lahir dan pasaran jawa kedua calon mempelai yang
dicocokkan dengan rumusan lakon dhinah, ia patuh saja terhadap tradisi
tetuanya. la juga was-was untuk tidak mengikuti tradisi tersebut sebab ia
khawatir hal-hal yang tidak diinginkan akan menimpa rumah tangganya
kelak. Maka ia pun patuh terhadap tradisi lakon dhinah tersebut.®

Berbeda dengan yang diungkap oleh Pak Syamsuddin selaku tokoh
Agama di Desa Sukorejo, menurut Pak Syamsuddin, Islam sudah mengatur
dengan jelas perihal pernikahan. Dan tradisi kecocokan lakon dhinah tidak
diatur dalam Islam. Mengenai implikasi dari pelanggaran terhadap
mengabaikan kecocokan lakon dhinah dalam pernikahan, itu hanya sebuah
kebetulan saja. kebetulan berkenaan dengan kehendak Allah. Berkenaan
dengan hal tersebut dikembalikan kepada masing-masing individu, apakah
percaya atau tidak pada implikasi tersebut. %

Hal senada juga diungkap oleh Rosyidah, ia berkeyakinan bahwa hal-
hal seperti kematian, rezeki dan jodoh hanya Allah yang tahu. Karena itu,
dengan tekad yang kuat dan selalu berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari
hal-hal yang tidak diinginkan, ia menikah dengan lelaki meski lakon
dhinah-nya tidak cocok. %’

Apa yang diungkap oleh pak Syamsuddin dan Rosyidah di atas
merupakan sebuah indikator dari melemahnya tradisi lakon dhinah sebagai
syarat pernikahan. Melemahnya praktik tradisi tersebut disebabkan semakin

menguatnya ajaran Islam di daerah setempat. Karena agama merupakan

% Arifin, Wawancara (Sukorejo, 29 Mei 2015).
%gyamsuddin, Wawancara (Sukorejo, 13 februari 2015).
?’Rosyidah, Wawancara (Sukorejo, 26 februari 2015).
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salah satu faktor utama yang menyebabkan melemahnya tradisi lokal.”®
Dengan demikian, pada saat ini sudah ada pergeseran dari tradisi lokal ke
tradisi yang ada dalam agama Islam, khususnya yang terkait dengan

pernikahan.

%8 Nur Syam, Mazhab-mazhab Antropologi, (Yogyakarta: LKiS, 2007) h. 190



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai tradisi lakon
dhinah sebagai syarat pernikahan di desa Sukorejo kecamatan Kotaanyar

Kabupaten Probolinggo maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya, tradisi lakon dhinah sebagai syarat pernikahan tidak
diatur dalam hukum Islam. Hukum Islam hanya mengatur tentang syarat
yang disyaratkan dalam pernikahan dimana salah satu calon boleh
mengajukan syarat kepada pasangannya atau calon wanita atau walinya
menuntut calon pria agar sekufu’ dengan dirinya. Jika dilihat dari
perspektif syarat yang disyaratkan dalam pernikahan, terlihat bahwa
unsur-unsur yang terdapat dalam tradisi tersebut tidak sesuai dengan
unsur-unsur yang terdapat dalam syarat yang disyaratkan dalam
pernikahan. Jika dilihat dari perspektif kafa 'ah, ada sebagian unsur-unsur
dalam tradisi tersebut yang memiliki kesamaan dengan kafa’ah, akan
tetapi dalam bagian yang lain tidak.

2. Tradisi lakon dhinah sebagai syarat pernikahan di desa Sukorejo
kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo merupakan sebuah
persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin pria. Dimana

tradisi ini merupakan kecocokan hari lahir dan pasaran jawa antara calon
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pengantin pria dengan calon pengantin wanita yang dicek dalam rumusan

Lakon dhinah yang harus dipenuhi ketika sebelum akad nikah.

B. Saran

1. Bagi masyarakat desa Sukorejo, hendaknya memahami secara benar
tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan terutama tentang
syarat yang disyaratkan dalam pernikahan dan kafa’ah yang paling
mendekati praktik Lakon dhinah. Apakah tradisi Lakon dhinah sebagai
syarat pernikahan sudah sesuai dengan teori syarat yang disyaratkan
dalam pernikahan dan kafa’ah, baik secara praktik maupun
implikasinya.

2. Tokoh agama sebagai panutan masyarakat hendaknya memberikan
pengetahuan secara mendalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan
perkawinan dalam hukum Islam khususnya mengenai masalah syarat

yang disyaratkan dalam pernikahan dan kafa 'ah.
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